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ABSTRAK

AIRIN ADDULLAH, Peranan Adminsiras:t Dalam Rangka Peraliban
Kawsan Hutan Untuk Kepentingnn Perkebunan Kelapa Hibrida dan Coklat 13
Kecwmatan Tolili Kabupaten Banggai Sulawcesi Tengah, (di bawah bimbingan
Bapak Abdul Razak,S.01.M.H. sebagai Konsullan 1 dan Bapak Arman
Mattono, 5.H., scbagni konsultan I1). Tujuan penclitian ini adalab wnluk
membenikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pemberian hak  atax
fanah ntuk kepentingan perkebunan swasta,

Penclitian dilakukan di wilayah Kabupaten Banggai, Kantor Perlanahan
Kabupalen Danggar dan PT. Kwrma Luwuk Scjuli sebagair responden
penelilisn. M etode pengnmpolan data yang digunakan dalam penelitian adalah
pencliian  lapangan (held research) dan penchiian kepustakaan (hbrary
resenrch)

Jems data  cdildasifilasikan atas data primer dan  data sckunder.
Pengolahan dan penganalizaan dala  dilakukan dengan mempergunakan
melode deskrptuf analistis.

Hasil penelitian menunjukkan babhwa:

l. Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besarnya merupakan kawasan
produksi dan kawasan Jindung. Rencana Tata Guna Ruang Wilayah sangal
diperlukan  untuk  peningkatan  produktivitas  melalui  pengembangan
sumber daya tanpas mengurangi fungsi pembangunan kawasan lindung,
yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah
yaug serasi dan oplimal sesuaidengan daya dukung alan.
Unluk memenuhi tujuan renaca tata runng wilayah Kabupaten Dangeai,
maka pemernntah setempat lelah melakukan wpava pemberian hak alax
lanah dalam hal ini hak guona wsaha untek perkebunan kelapa hilvida dan
coklal selefal pilak PT. Kurnia mengajukan permohonan hak guna nsalia
kepada pemerinlah setempat. Tanah yang dimaksudkan untok perkebunan
kelapa hibrida dan coklal ini adalah tanal negara, yang paca saal diajukan
permobonan Hak Guna Usaha masih dalam bentuk hutan/semak belukar.

3. Mengingat luas lanah yang dimaksud £ 6.010 Ha, maka pemberian [1GU
dilakukan eoleh Kepala BPN selelah mendapat rekomendasi dari tim
perlimbangan BGU  perkebunan besar. Pelaksanaan pemberian [1GU
lersebut mengacu pada PMDN No.§5 Tahun 1973, Penetapan luas tanah
untuk  perkebunan  lersebut setelah mendapat  rekomendasi  atau
perimbangan dari Dinas Perkebunan Dasrah yang menyetujui pengnasaan
lanah seluas £ 7.147,90 Ha yang kemudian berubah menjadi + 6.010 Ha
alas pertimbangan dan Departemen Kehutanan.

| =]
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalnh

setiap negara yang sedang berkembang maupun yang sudah
mam sclalu diperhadapkan dengan masalah nasionalnya masmng-
masmg. Hal mi tentunya memerlukan pemecahan, scbab pada
dasarnya masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara terschut
menyenluh nasib kehidupan masyarakat dari negara itu, Untuk
menjawab hal ini, maka setiap negara telah melaksanakan program
pembangunan demi mencapal kesejahieraan masyarakatl u sendir
Bagi bangsa Indonesin tujuan pembangunan nasionalnya adalah
unluk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dalam
pelnlksanaan pembangunan demi terbentuknya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah tanah, yang
juga scbagat salah satu sumber kekayaan alam negara kita,

Tanah memang diciptakan untuk digunakan bagi kepentingan
manusia berikut makhluk hidup lainnya di alam ini. Tanah adalah
sumber  kehidupan  rakyat, tempat  pemukiman, perumahan,
pertokoan, perkantoran dan lamnya. Oleh karena itn Undang-undang
Pokok Agraria membert kedudukan pada tanah sebagai yang terkuat

dan terpenuh dengan mengingat fungsi sosialnya. Namun, dalam



negara kesatuan Republik Indonesia kepemilikan dan pengnasaan
atas Lanah tdak dapat terjadi begitu saja.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikvasai oleh negara dan  dipergunakan untuk  scbesar-besar
kemakmuran rakyat.”

Hak menguasa dari negara bersilat pasil dan akul, Dersilat
pasil pada tanah dengan hak-hak perorangan/keluarga diatasnya. Iak
menguasal dari negara menjadi aktif bila tanah tersebut dibiarkan
tidak dmrus/ditelantarkan, atan juga atas yang lidak dipunyai oleb
perorungn/keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka
Negara dapat memerintahkan agar tamah 1w jatuh ke tangan negara.
Hal i berarti bahwa setiap kali negara memerlukan tanah untuk
kepentingan pelaksanaan pembangunan dan penyebaran penduduk,
pemerintah dapat membuka tanah tersebut dengan memperhatikan
hak ulayat m asyarakat sctempat.

LBerdasarkan hak menguusai dari negara maka negara dalam
hal ini Pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada
sescorang, beberapa orang secara bersama-sama atau suaty badan
hukumm. Pemberian hak itu berarli pemberian wewenang unluk
mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan
perundangan yang berlaku. Hak atas tanah yang dipunyar oleh
sescorang alan badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-m ata
untnk  kepentingan  pribadi  dengan  sewenang-wenang  tanpa
menghirankan kepentingan masyarakat atau dengan mentelantarkan

lanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan



gilal daripada hak; itn hingga bermanfaat baik bagi kesephieraan
yang memiliki tanal mavpun bagi m'asyarakat dan negara.

Kita sadari masalalt tanah bersifat lintas scktoral, karena
lerlibatnya berbagai I:upttnlin.g:m scktoral pembangunan yang lerkait
dengan berbagal  instansi  dan  pihak-pihak  yang semuanya
memerlukan tanah dimana pembangunan sckloral terschat akan
dilaksanakan. Atas scbidang tanah seringkali berbagai  scklor
memerlukannya dan sam a-sama merasa paling berhak dan morasa
perlu mendapat prioritas. Oleh karena itu pemecahan masalah tanal
harus bersifal integral dengan pendekatan holistik, numun harus
dilakukan secara arif dengan berdasar kepada keserasian, kesclarasan
dan kescimbangan serta mengacu pada kepentingan unsional yang
lebil besar dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat,

Dalam GBHN disebulkan salah satu kebijaksanaan ekonomi adalah:

“Memgembangkan kebijakan pertanabhan untuk menmgkatkan
pen anfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan
produktif dengan mengutamakan haek-hak rakyal setempal,
termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tlala
ruang wilayah yang scrasi dan seimbang.”

Dalam hal terjadi masalah-masalah tanah. Maka pem erintah
maupun masyarakat perlu segera mengantisipasinya. Jika mw asalah
tanah ini tidak dapat atan kurang dikendalikan maka antara salu
kepentingan dengan kepentingan yang lain akan terjadi benluran
yang alan menghambat pelaksanaan pembangunan. Dan tam paknya

masalah pertanahan tidak akan ada habis-habisnya dipersoalkan



mengingat fungsi lanah bagi manusia sangal bosar, mulai sejak
manusia lahir hingga meninggal dunia.

Salah satu scktor yang perlu mendapat perhatian adaiak
penyediaan lahan pertanian ataupun perkchunan untuk menunjang
tersedianya  bahan pangan bagi masyarakal, yang lentunya
memerlukan tanah yang Iluas. Penyediaan laban ini harus
mem perhatikan peruntukan tanah tersebut. Namun seringkali rencana
peruntukan tersebut dapat menyebabkan sescorang kehilangan hak
alas tanah. |

Pembangunan sektor perkebunan yang dilakukan sangatlah
penting untuk memperhatikan  kesejahteraan rakyal/penduduk
terutam a dalam tahap awal yaitu untuk masyarakat yang mempunyai
hak-hak atas tanah yan g bersangkutan, agar kebutuhan akan tanah it
dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gejolak
dalam masyarakal, maka perlu adanya kelentwan  mengena
pembebasan tanah dan sekaligus mencentukan besarnya ganti rugl
atas tanah yang diperlukan sccara teratur, tertib dan seragam. Atau
jika tanah yang diperluken untuk perkebunan itu merupakan lanuh
negara maka haruslah diperhatikan ketentuan mengenai pemberian
hak atas tanah.

Ditegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus sungguh-sun gguh
membanty usaha untuk meningkatkan kesejahileraan rakyal dalam
rangka mewnjudkan keadilan sosial. Sehubungan dengan #tu periu
ditingkatkan penataan  kembali penggunaan, penguasaan  dan

pemilikan tanah term asuk pengaliban hak atas tanah.



Untuk tidak memperluas  pembabasan, maka ponubs
mem batasi masalah pada pengalihan hak atas tansh dalam hal i
pemberian hak alas tanah mengingat tanah yang dimohonkan llak
Guna Usaha untuk kepentingan perkebunan swasta terscbut adalah
tanah negara,

Pemberian hak atas  tanah  yang dapat  dilakukan  oleh
pemerintal  sangatlah  perlu  diperhatikan  agar  pelaksanaannya
berjalan dengan baik untuk menghindari imbulnya keresahan dalam
masyarakat yang dapat menghambat pembangunan.

Pemberian hak atas tanah dalam Undang-undang No.5 Tahun
1960 tentang Aturan-aturan Pokok Agraria, yang selanjulnya
disingkat dengan UUPA dimaksudkan sebagai pemberian  lanah
negara kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang
didirikan Dberdasarkan hukum Indonesia dimana pemberian  hak
lerscbut dapat berbentuk  hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan dan hak pakai serta hak pengelolaan.

1.2. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan ini sebagai
berikut
I. Bagaimana keadaan riil wilayah Kabupaten Banggai dan
percncanaan lala ruang wilayahnya,
2. Bagaimana status tanah sebelum  digunakan untuk proyek

perkebunan kelapa hibrida dan coklat tersebut.



3. Bagaimana prosedur pelaksanann peralihan hak atas tanah untuk
proyck perkcbunan kelapa hibrida dan  coklat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banggai,

1.3. Tujuan dan Manfaat Penclitian
Tujman dari penelitian in1 adalah:

I. Untuk mengetahui keadaan riil dan rencana lata ruang wilayah
Kabupaten Bangpai.

2. Untuk mengetahui status tanah sebelum digunakan wntuk proyek
perkebunan kelapa hibrida dan coklal.

3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemeberian hak atas
Ganah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah;

. Untuk menambah pengetahuan mengenai masalah pemberian hak
atas tanah khususnya untuk keperluan swasta.

2. Dapat dijadikan bahan sumbangan pikiran kepada instansi terkait
dalam rangka pelak sanaan pemberian hak atas tanah berikutnya,

3. Sebagm pengembangan wawasan ilmish dalam memecahkan
setiap permasalahan mengenai peralihan hak alas tanah yang

tim bul dalam masyarakat.




EAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Pengertinn
2.1.1. Pengertian lanah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesin karangan W.J.S.
Poerwadarminta (1984 : 1006), “tansh adalah permukaan bumi atay
lapisan bumi yang diatas sckali, atau perm ukaan bumi yang diberi
batas™.

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Aturan-aturan
Pokok Agraria dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal ] ayat (4)
mengkualifikasikan tanah sebagai “permukaan bumi”, sedanghkan di
dalam pengertian “bumi” itu termasuk pula “tanah dan twbuh bumi di
bawahnya serta yang berada di bawah air”, Dalam penjelasan umum
Undang-undang "okok Agraria Bagian II/]1 ditegaskan bahwa “dalam
pada itu hanya permukaan bumi saja yaitu yang discbut tanah, yang
dapat dihaki oleh sescorang,.

Menurut ‘Boedi Harsone, S.H. (1994 : 37) “tanah hanya
merupakan bagian kecil dari ruang lingkup agraria, Yang dimaksud
dengan tanah hanya permukaan bumi yang dapat dihaki oleh
seseorang”.

Defenisi tanah menurut Prof Iman Sudiyat, S.H. (1982 @ 1)
Tanah menurut pengertian Geologis-agronomis ialah lapisan lepas
permukaan bumi, yang paling atas, yang dimanflaatkan untuk

menanami mmbuhan, wntuk mendirtkan bangunan.



2.1.2. Pengertinn Hal

Hak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W15,
Poerwadarmimta (1984 : 339) adalah kekuasaan yang benar atas
sesualy atay untuk menuntut sesuatu, atau kekuasaan untuk berbuat
sesuaty (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan
schagainya).

Menurut  Satjipto  Rahardjo  (1991;53)  hak  adalah
pengalokasian suatu kekuasaan oleh hukum kepada seseorang untuk
bertindak dalam rangka kﬁ:pﬁnilingann}'a tersebut.. Pengalokasian
kekuasaan ini dilakukan secara terukur,

Menurut Achmad ANLS.ILM.IL (1996;245) hak merupakan
suaty hubungan di antara orang-orang yang diatur oleh hukwm dan
atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasann tertentu
terhadap objel hak. Achmad AlLLSH M.H membedakan hak alas
pem bedaan schagai berikut (1996,247):

. Iiak Kebendaan dan Hak Perorangan
n. lak kebendaan adalah suntn hak yang diberikan  kepuda
sescorang yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu
benda yang dapal dipertahankan terhadap seliap corang. Hak
kebendaan dibedakan lagi atas:
i. Hak kebendaan yang bersifal member kenikmatan antara
Inin hak milik, hak pakai dan sebagainya.
i. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan antara lain

hak gadai, hak hipotik.



b. Hak perorangan adalah hak yang hanya dapat dipertahankan

terhadap orang terten lu saja
2. Hak Mutlak dan Hak Relatif

a. Hak mutlak adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada
seseorang unluk melakukan sesuaty perbuatan, hak mana dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga, dan schaliknya setinp
prang harus menghormati hak terscbut.
1ak mutlak dibagi lagi atas;

i lak asasi, yaitu hak yang dianggap telah ada bersama
lah irnya manusia,

i, Hak publik mutlak, seperti hak negara untuk memungut
pajalk.

iii.  Hak di bidang keperdataan seperti hak pengampuan, dan
schagainya,

b. Hak relatif adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada
orang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut
agar seseorang atau beberapa orang lertentn memberikan
sesuatu, melakukan sesnatu atan tidak melakukan sesuuatu. Hak
relatif ini pada umumnya terdapat di bidang hukum perikatan,

3. Hak Utama dan Hak Tambahan

a, Hak utama adalah hak yang diperluas oleh hak lam.

b. Hak tambahan adalsh hak yang melengkapi hak-hak ntaman,
contohnya; perjanjian sewa-menyewa rumah merupakan hak
lambahan yang bersifat melengkapi hak utama sipemilik

rumal, yaitu hak milik atas rumah ito.
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Uniuk menghindari pembahasan yang lebih Inas, penulis akan
mengurailcan secara singkat mengenai hak-hak atas tanah menuvrut
UUPA.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

“Mtas dasar hak menguasai dari negara ditentnkan  adanya
macam -m acam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersam a-saama
dengan orang lain serta badan-badan hukwm, di mana bak atas
tanah ini memberi Kewenangan untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan wir serla
ruang angkasa di atasnya sckedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah stu, dalam
batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lam
yang lebih tinggi”,

Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan hak-hak atas tanah yang
dapat dimiliki yakn:
1. Hak Milik
1. Ilak Guna Usaha

3. Hak Guna DBangunan

4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. 1ak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

[lak-hak lain yang tidak termasnk dalam hak-hak tersebut di
atas ditelapkan dalam Undang-undang, serta hak-hak yang sifalnyn
sementara disebutkan dalam pasal 53 UUPA yakni:

l. Hak Gada
2. Hak Usaha Bagi Hasil
3. Hak Menumpang
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lluk Sewa Tanah Pertanian

Untuk jelasnya, penulis hanya akan menguratkan hak-hak

yaug terdapat dalam pasal 16 UUPA.

.

Hal Milik

Pasal 20 ayat (1) UUGPA merumuskan:

“Iak milik adalah hak wrun-temurun, terkual dan lerpenub yang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingal ketentuan
pasal 6.

Terkuat dan icr'pmm]fini berarti paling kuat dan paling
penuh jika dibandingkan dengan hak-hak yang lam seperti yang
disebutkan dalam pasal 16 UUPA. Pengertian paling kual dan
paling penuh ini tidak boleh diartikan dalam pengertion yang
tidak bolch diganggu gugat.

Hak milik pada prinsipnya hanya dapat dim iliki eleh warga
negara Indonesia baik secara sendiri maupun bersama dengan
orang lain (Pasal 21 ayat (1) UUPA). Pasal 21 ayal (2)
menyebutkan bahwa badan hukum tidak boleh mempunyai tanah
dengan hak milik, akan tetapi mengingat kepentingan masy arakal
yang sangal erat hubungannya dengan faham keagamaan, soxial
dan hubungan perekonomian maka oleh pemerintah diadakan
suatu pasal pengecualian yang memungkinkan badan hukum
tertentn untuk mempunyai Hak Milik atas tanah.

Dalam hal pemilikan atas tanah itn tidak dapat dibenarkan
bahwa pemilik tanah yang lemah harus tunduk kepada pemilik

tanah yang kuat kedudukan ekonominya. Perlindungan terhndap
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mereka tercermin dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan jual
beli, pembayaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memmdahkan liak
milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
Terjadinya Hak Milik menurut pasal 22 UUPA adalah:
1. Menurut ketentuan hukum adat
i, Karena ketentwan Undan g-undang
i, Menurut Penctapan Pem erintah,
Hapusnya hak milik dalam ﬁasn'[ 27 discbutkan:
i. Tanahnya jatuh kepada negara:

« Karena pencabutan hak.

¢ Karena ditelantarkan

» Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

« Karcna ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) dan pasal 206

ayal (1)

i, Tanahpnya musnah,

. Hak Guna Usaha

Pasal 28 ayat (1) merumuskan bahwa:
“Hak Guna Usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu scbagumana
terschut dalam pasal 29, puna perusahaan pertanian, perikanan
atan peternakan.”

Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya
minimal 3 hektar dan maksimal 25 hektar, jika lebih dan 25

hektar harus memakai mvestasi modal yang layak dan tekunik



perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan  zaman,
Tralam pasal 29 disebutkan hak guna usaha diberikan nntuk waktu
paling lama 25 tahun, atau 35 tahun untuk perusahaan yang
memerhikan wakiu yang lebih lama, - dan atas permmtaan
pemegang hak dan melihat keadaan perusahaan jangka waktunya
dapal diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun,

Yang berhak mempunyai hak guna usaha adalah warga
negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang 1lak
Ciuna Usaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah dinyatakan tdak
lagi memenuhi syarat-syarat scbagai pemegang hak  wajib
melepaskun atan mengalihkan hak it kepuda pihak lain yang
memenuhi syarat, jika tidak dilepaskan dalam jangka wakiu
tersebut maka haknya hapus karena hukum,

Ciri-ciri Hak Guna Usaha:

|. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 28)

e

Merupakan hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang

bukan milik sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan,

peternakan (Pasal 28).

3. Mennrut sifat dan Iujuanh].ra Hak Guna Usaha adalah hak yang
waklunya terbatas (Pasal 29).

4. ‘Terjadi karena Penetapan Pemermtah (Pasal 31).

5. Syaral-syaral pemberian, peralihan dan penghapusan Hak

Guna Usaha harus didaftarkan (Pasal 32).
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6. lak Guna Usaba dapat dijadikan jaminan hotang dengan
dibebani Link Tanggungan (Pasal 33).
Ttapusuya Hak Guna Usaha disebuthkan dalam pasal 34_ yaito .
i Jangka waktunya berakhir.
i, Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuaty
syaral tidak dipenuhi,
i Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum janghka wak tunya
berakhir.
iv. Dicabutl untak kepentimgan uwmum,
v. Ditelantarkan..
vi. Tanahnya musnah,
vii. Hapus karena hukum (pasal 30 ayal 2).
3. Hak Guna Banpunan
Dalam UUPA Hak Guna Bangunan diatur secara khusus
dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40, Pasal 35 ayat (I}
merumuskan babwa:
“lak  Guna Dangunan adalah  hak wntuk mendimkan  dan
mempunyai bangunan aias tanah yang bukan miliknya sendiry,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”

Hak guna bangunan selnin atas tanah negara dapm pula
diberikan atas tanah milik seseorang. Hak Guna Bangunan tidak
mengenai pertanian, dipergunakan untuk bangunan baik it untuk
mendirikan bangunan baru atan memperbatki bangunan yang
telah ada. Namun tidak berarti di atas tanah tersebul pemcgang

hak tidak diperbolehlian menanam sesuatu, memelhara ternak,



asallean tnjuan penggunaan tanahnya yang pokok adalah votuk

bangunan.

[

Sifat dan cirl Hak Guaa Dangunan adalah:
Jangka waktunya terbatas yaitu 30 tahun (Pasal 35 ayat (1) dan
(2)).
Dapat dialihkan, maksudnya dapat ditukar, dijual, hibah atay

dengan wasiat (Pasal 35 ayat (3)).

. Hanya dapat diberikan untuk keperluan  pembangunan

bangunan,

. Tidak mudah hapus, dapat dipertahankan dari pengarub pilak

lain, tergolong hak yang kuat dan wajib didaftarkan ('asal 38
UUPA dan pasal 10 PP Nomor 10 1961).

. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani  hak

tanggungan (pasal 39),
Dapat dilepaskan oleh pemegang hak hmgga tanahnya menjadi

tanah negara (pasal 40 huruf ¢).

Yang dapal mempunyai hak guna bangunan adalah wargn negara

Indonesia dan badan hukum yang didinkan menurut hukom

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36 ayal (1).

Menurut pasal 37 Hak Guna Bangunan terjadi :

i

h,

Karena Penetapan Pemerintah (atas lanab yang dikuasa oleh
negara),

Mengenai lanah dengan hak milik, karena perjanjian yang
berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersanghkuian

dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan
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i Karcna konversi menurut UUPA.

Hapusnya Hak Guna Bangunan menurut pasal 40 disebabkan:

1. Jangla waktnnya berakhir.

. Dilentikan scbelum jangka waktu berakhir, karcna sesuatu
syaral tidak dipenuhi,

ik Dilepaskan  oleh pemegang hak scbelum  jangka wakiu
berakhir,

v. Dicabut untuk kepentingan umum.

v, Ihterlantarkan, -

vi. Tanalinya musnah.

vil. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

. MNak Pakai

Menurut pasal 41 UUP A bahwa:
“Ilak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara alan lanah-
tanah wilik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban
vang ditentukan dalam keputusan pemberiannya ataw  dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa alau perjanjian pengolahan tansh, segala sesuatu asal
tidak berteniangan denpan jiwa dan ketentvan-ketentuan Undang-
undang mi”.

Dari berbagai pasal dalam UUPA dan peraturan-peraturan
lain kita mengenal ciri-ciri Hak Pakai:
1. Hak Pakai bersifat sementara, umumnya diberikan dengan

jangka wakin 10 tahun. Sermgkali Hak Pakai diberikan
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sementarn menunggu keputusan mengenai permohonan [lak
Milik, Hak Guna Usaha, atan Hak Guna Bangunan,

[fak Pakai dapat diberikan dengan ketentuan bahwa jika
pemegang hak meninggal dunia, hak itu tidak jawh kepada
ahli warisnya, tetapi akan batal dengan sendirmya,

Mak Pakai tdak dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani Hak Tanggungan.

lak Pakai dapat dialihkan kepada pihak kin, tetapi jika
mengenai  lanah llt:g,ﬂl'ﬂl diperlukan  izin  pepabat  yang
berwenang. Jika mengenal tanah hak milik hanyn  dapat
dialihkan kalaw hal tersebut dimungkinkan dalam  perjanjian

yang bersangkutan,

. Hak Pakai dapat dilepaskan oleh pemegangnya.

Pemberian Hak TPakai dapal dengan cuma-cuma, dengan
pembayaran atay pemberian jasa yang berupa apapun.

Yang dapat mempunyai Hak Pakai, menurut pasal 42

VUPA 1alah:

.

. Warganegara Indonesia

. Warganegara asing yang berkedudukan di Indonesia

Badan Hukum Indeonesia yang berkedudukan di Indonesia dan
didirikan menurut hukum Indonesia

Badan Hukum asing yang mempunyai  perwakilan  di
Indonesia.

Hak Pakai jika diberikan atas tanah negara maka diperfukan

sural keputusan pemberian hak. Kalaw diberikan atas tanah mibik,
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moakn llak Pakai terjndi karena perjunjian antara pemilik Ganab

yang  bersangkotan  dan  pihak yang akan memperoleh hak

tersehutl, Scelain karena diberikan oleh pemermtah  dan  oleh
pemilik tanah, Hak Pakai juga terjadi karena konverst hak-lak
yang luma.

Hapusnya Hak Pakai jika:

1. Jangka wakiunya berakhir,

i, Dihentikan sebelum waktunya berakhir karena sesualy yang
harus dipenuhi oleh pemegang haknya yang bersanghkutan
dengan statusnya. Juga karena diterlantark an,

i, Dilepaskan oleh pemegang haknyaschbelum jangka waktunya
berakhir,

iv. Dicabut untuk kepentingan nmum.

v. Tapahnya musnah,

[ I

. ITax Sewa

Hak Sewa merupakan Hak Pakai yang mempunyar sifat-

sifat khusus,

Mereka yang dapat menjadi pemegang Hak Sewa ialah:

a. Warganegara Indonesia

b. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

c. Badan hukom yang didirikan menurat hukum Indonesin dan

berkedudukan di Indonesia,

d. Badan hukum asing yang m empunyai perwakilan di Indonesia,

Menurut pasal 44 ayat (1), seseorang atau badan hokum

mempunyal Hak Sewa atas tanah, apabila yang bersanghutan
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berhal mempergunakan tanah milik orang lam untuk keperluan

bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejum lah vang

schagai sewa. Tentang pembayaran uang sewa harus ditentukan

melalui suatu perjanjian yang sebaiknya dibuat diliadapan notans

atau camat setempat sehingga memilik) kekuatan hukum,

Adapun ciri-ciri Hak Sewa meskipun tidak jelas diatur

dalam UUPA tetapi dapat disebutkan sebagai berikut:

I
2.

1ak Sewa tujuan penggunaannya bersifal sem entara,
Umumnya Hak Sewa bersifat pribadi dan tidak boleh dialihkan
kepada pihak lain ataupun untuk menyerabkan tanabnya
kepada pibak ketiga dalam hubungan sewa dengan pibak
penyewa tanpa izin pemilik tanah.

Jika penyewa m eninggal dunia hubungan sewanya akan putus.
Nubupgan sewa tidak akan terputus dengan dialihkanuya Hak

Milik yang bersangkutan kepada pihak lam,

C Hak Sewa tidak dapat dijadikan jaminan hulang dengan

dibebani Tlak Tanggungan.

1lak sewa dapat dilepaskan oleh pihak yang menyewa.

Hak Sewa Gdak termasuk polongan hak-hak yang harus
didaltarkan,

Hak Sewa ini lerjadi karena konversi dan perjanjian antara

pemilik tanah dan orang yang menyewa, Mengenai hapusnya Hak

Scwa pada dasarnya berlaku uraian tentang Hak Pakai dengan

penyesuaian seperlunya
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2.2. Dasar Hukum Pemberian Hak Atas Tanah

Sila ke = 5 DPancasila menyalakan * Keadilan sosial bagi
sclnruh rakyal Indonesia”. Berangkal dari rumusan sila ke hma
Pancasila inilah kemudian oleh pasal 33 UUD 1945 yang merupakan
pelaksanaannya melahirkan UUPA, UUPA ini sckaligus merupakan
mduk dari segala peraturan mengenai hukum tanah, scbagaimana
yang salah satunya dirnmuskan dalam pasal 2 UUPA. Dari pasal 2
UUPA ini salah satunya dioperasionalkan dalam pasal 4 UUPA,
yang merupakan longgak hukum pemberian hak atas tanah kepada
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta  badan-badan  hukum untuk mempergunakan tanah  yang
Bersangkutan,

Dari pasal 4 UUPA ini, selanjutnya diimplementasikan lewal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, yang
mengatur tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah,
Pemberian hak atas tanah ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pemanlaastan  dan  penggunaan tanah tersebut schmgga  dupat
menunjang terbentuk suaty masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Adapun dasar hukum pemberian hak atas tanah adalah sebagai
berikut:

a. Pagal 33 ayal (3) UUD 1945 ymg mengatur tentang hak
menguasat dari Negara.

b. Pasal 2 ayat (2} Undang-Undang Pokok Agraria .

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang

pelimpaban wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentlang
Kelentuan-keteniuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas
Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 Tentang
Pedoman Mengenai penctapan Uang Pemasukan, Uang Wapb
Tahunan dan Biaya Administrasi Yang bersangkutan Dengan
Pemberian 1lak-Hak Atas Tanah Dari Negara,

Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 96 Tahun 1971 jo
Nomor SK 142/DJA1973 dan SK 32/DJA/1978 Tentang Susunan
Panitia Pemeriksaan Tanah “A™ dan "B".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 Tentang
Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktn
Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka
Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya

. Peraturan Menteri Dalam Neger:t No. 3 Tahun 1974 tentang

Talacara Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah unluk
Keperluan Perusahaan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tehun 1377 Tenlang
permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah atas Bagia-bagian
T'anah Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 lenting
Talacara Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Hak

Harat,

. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nagional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh



lzin Lokasi 1lak Atas Tanah Dagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal
Adanya berbagai ketentuan mengenai pemberian hak atas
tanah ini mempunyai dua segi, di sa segi adalah suatu landasan
hukum bagi pemerintah untuk memberikan tanah kepada orang-
orang, atan badan-badan hukum guna peningkatan pemanlaatan dan
penggunaan  lanah  tersebut  untuk  menunjang  peningkatan
kesejahteraan rakyat, Segi lainnya merupakan jamman bagi warga
masyarakal lentang hak atas tanahnya dari lindakan scwenang-
wenang penguasa, dan bagi perusahaan diberikan jaminan untuk

mem peroleh tanah dari negara

2.3, Runng Lingkup Pemberian Hak Alas Tanah

Adapun polok-pokok kebijakan pemberian hak alas tanab
sehagaimana yang diatur dalam PMDN Nomor 5 Tahun 1973 secara
garis bosarnya adalah schagai berikut:

|. Pemberian hak atas tanah dalam PMDN ini adalah pemberian,
perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah.

2. Pemberian hak milik hanva dapat diberikan kepada Warga Negara
Indonesin  dan  badan-badan hukum yang ditetapkan oleh
pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan PP Nomor 38
Tahun 1965.

3. Pemberian hak atas tanah hanya diberikan kepada pemohon yang
telah memenuhi persyaratan yang ditwangkan  dalam  Surat

Keputusan oleh pejabal yang berwenang.



Dalam hal pelaksanaan pemberian 1lak Milik atas tanah,

PMDN Nomor § Tahun 1973 menjelaskan tata cara schagai berikut:

. Permohonan untuk mendapatkan tanah negara diajukan oleh
pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan
Dupati/Walikota Kepala Daerah C.q. Kepala sub Dirckloral
Agraria  Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan  secara
tertulis. Permohonan tersebut dilengkapi dengan  Keleran gan
tentang!

a. Pemohon

1. Jika pemohon itu perorangan, naAm N,
kewargancgarann, (empal timggal dan pekerjuannyn seria
jumlah istri  dan  anaknya yang masih  menjadi
tanggungannya. Jika ia scorang istri, juga disebutk an
keterangan mengenai suaminya scbagai dimaksud diatas.

2. Jika pemohon itu badan hukum; namaiempal kedudukan,
akta pendiriannya, tanggal dan nomor SK Mentri Dalam
Negeri tentang penunjukkannya sebagal badan hukum
yang telah mempunyai tanah dengan hak milik.

b. Tanahnya

1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan langgal
dan nomor surat ukur atay gambar situasinya).

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat
keterangan pendafiaran tanah, petuk pajak hasil bumi/

verponding Tndonesia atau tanda bukti hak yang lam (kalu



ada) yang mepunjukkan status tanahnya scbelum meojudi
tanah negara.
3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah
bangunan.
4, Pengunsaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon, kalaw
sudah  dikuasai atas dasar apa ia memperoleh  dan
m e gu asain ya,
S. Penggunaannya:  direncanakan  oleh  pemohon  akan
dipergunakan untuk apa.
¢. Lam-lam
I, Tanab-tanah yang telah dipunyai olch pemohon, termusuk
yang dipunyai olch istrifsuami serta anak-anak yang masih
menjadi tanggunganiya,
2. Keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub
Dircktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya;
a, Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang
bersangkutan agar:
|. Mencatatnya di dalam daftar permohonan hak milik
2. Memeriksa kelerangan-keterangan yang diperlukan apakah
cudah  lengkap, jika belum  lengkap  moempersilahkan
pemohon untuk melengkapmya.
b, Memanggil pemohon untuk:

|. Melengkapi keterangan yang belum lengkap.
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2. Membayar kepada Kepala Sub Bagian Adm mistrasi sub
Dircktoral Agraria persekot biaya yang diperlulan wntuk
menyelesaikan permohonan lersebut.

Mem erintahkan Kepala Seksi-scksi Pendaltaran Tanah, Tata

Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyclesaikan

halian-balan yang diperlukan untuk mengambil keputusan

atas permohonan tersebut, antara fain:

|. Surat keterangan pendaftaran tanah (kalau belum ada)

2. Gambar situasi/surat ukur (kalau belum ada)

3. Pertimbangan apakah pemberian untuk peruntukan yang
dimohon itu memenuhipersyaratan tata guna tanah dan jika
sudah ada, apa sesuai dengan rencana tata guna tanah
dacrah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau
pemberian hak atas tanah itn tidak mengubah peruntukan
tanah yang dimohon, pertimbangan itn tidak diperlukan.

Jika bahan-balan  yang tersedia  belum  cukup  untuk

mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktoral Agrarin

Kabupaten/ Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala

Desa dan wakil-wakil dari instansi lainnya yang diletapkan

dolam  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Moo Sk

12/0JA1978. untuk mengadakan pemenksaan  selempat,

Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suaty risalah

pemeriksaan tanah yang di tanda tangan oleh semua anggota

paniia,
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¢. Mengirim berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala
Duerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalan ada
dilengkapi dengan risalah pemeriksaan tanah) disertai
pertimbangannya. Pengiriman ini juga dilakukan oleh Kepala
Sub Dircktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya walaupun
permohonan-permobonan yang bersangkutan karcna scsuaty
alagan  dipertimbangkan untuk  ditolak oleh  pejabal yang
berwenang.

[, Menyampaikan selembar  tembusan  dari  pertimbangan
tersebut (dan jika adn disertai risalah pemeriksaan tanahnya)
kepada Menteri Dalam Negeri ¢.q. Dirjen Agraria dan kepada
pemohon, baik jika wewenang untuk memutuskan ada praday
Menteri Dalam Negeri ataupun ada pada Gubernur Kepala
Daeral.

g Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah
untuk mencatat pengiriman berkas tersebut hurufl ¢ i atas
dalam daftar yang dim aksudkan dalam huruf a.

h. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenal
persekot biaya yang dimaksudkan dalam hurufb.

Setelal menerima permohonan hak mihk dan Kepala Sub

Direktoral  Agraria  Kabupaten/Kotamdya, maka Kepala

Dvircktorat Agraria Propinsi memermiahkan kepada Kepala Sub

Direktoral Pengurnsan Hak-hak Tanah unluk mengadakan:

a. Pencatatan dalam buku yang khusus untuk ita,
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b. Penclitian apakah kelerangan-kelerangan yang diperlukan
telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada
Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Dirckloratl
Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersanghkutan untuk
melen gkapinya,

Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan

tidak ada keberatan untok  meluluskan  permehonan yang

bersanghutan, scdang wewenang uniuk memutus ada  pada

Cubernur Kepala Dacrah, maka Kepala Dircktoral Agraria

Propmsi atas nama Gubernur Kepala Dacrah yang bersangkutan

segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik atas

tanah yanng dimohon itw, Sural keputusan ini dicatat dalam
daftar khusus yang disediakan untuk tu dan diberi nomor urut,

Selaim syarat-syarat khusus yang discsuakan dengan keadaan

dan peruniunkkan tanahnya, maka di dalam  surat keputusan

pemberian hak tersebut harus dimuat pula syarat-syaral umum
antara lamn ;

A. Dahwa harus dibayar wang pemasukan kepada negara dan
nang sumbangan kepada Landreform yang jumlah dan jangka
waktu pembayarannya dinyatakan dalam sural keputusan
tersebut,

b. Bahwa hak milik yang diberikan u harus didaltarkan pada
kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan

membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka wakin
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pembayarannya dinyatakan dalam sural kepulnsan lerschul.
Pendaltaran tersebut mernpakan syaral bagi lahirnya hak yang
bersangkulan dan baru bolch dilakukan sctelah semua syarat
yang tercantum dalam sural keputusan pemberian haknya
dipenuhi.

Negara membebaskan  diri  dari  perlanggungan  jawab
mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak
milik iu,

Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebul pada point a dan b di
atas  dinyatakan secara khusus dalam  sural  Kepulusan
pemberian  hak terscbut, dapat dijadikan alasan  untuk

membatalkan pemberian hak tersebut di atas,

Turunan sural keputusan yang mengabulkan permohonan iy

datlam waktn 14 hari setelah ditetapkannya disampakan kepada:

i,
ls.

.

Menteri Dalam Negeri c.q. Sckretaris Jenderal {1 exemplar)
Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektorat Jenderal {1 exemplar)

Menteri Dalam Negeri c.q. Dircktorat Jenderal (3 exemplar)

. Gubernur Kepala Daerah c¢.q. Sekretaris Daerah  yang

bersangkutan (1 exemplar)

Bupali/Walikola Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Drcklorat
Agrarin  Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan (2
exemplar).

Bupaii/Walikota Kepala Daerah c.q. Sekretanis Dacrah yang
bersanghkutan (1 exemplar).

Kantor Bendahara Negara yang bersangkutan (1 cxemplar).
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h. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta (1 exem plar).
i Instansi-mstansi yang berkepentingan,
Unink keperluan pendaflaran haknya dibuat 2 kutipan dari sural
keputusan yang bersangkutan di atas kertas khusug disediakan
untuk v dan di tanda tangani oleh Kepala Dircktorat Agruria
a.n. Gubernur Kepala Daerah. Kulipan terscbul disampaikan
kepada;
a4. Pencrima hak, dan
b. PupatifWaliketa Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Dircktorat
Agraria Kabupaten /Kotamadya,
Jika  wewenang  untuk  memberikan  kKepulusan  lenlang
permohonan hak milik tersebut ada pada Gubernur, tetap
ternyata syarat-syarat (idak dipenubi dan oleh  karena itu
permohonannya harus ditolak, maka oleh Kepala Dircktorat
Agraria an. Gubernur Kepala Daecrah  dikeluarkan  surat
keputusan  penclakan, dengan  disertai  alasan-alasan, yang
kutipan  salinannya disampakan secars  langsung  Kepada
pemohon, Salinan sural keputusan tersebut disampaikan pula
kepada instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Dalam
Negeri. Terhadap keputusan penolakan, pemohon dapal memmta
banding secara lertulis kepada Menteri Dalam Negeri, dengan
menyampaikan tembusannya kepada Gubernur c.q. Kepala
Direktorat Agraria Propins: dan Bupati/Walikota Kepala Daesrah
¢.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotam adya

bersanglutan.



Mengenai permohonnan yang wewenangnya untuk nemuluskan
ada pada Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Kepala Dacral
c.q. Kepala Dircktorat Agraria Propinsi segera menyampaikan
berkas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Dalam
Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria disertar perlim ban ganiya
dengan tembusan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah
c.q. Kepala Sub Diercktorat Agraria yang bersangkutan. Scielah
menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur, Kepala
Dircktorat Agraria Prnpinsi' yang bersangkutan, maka Menteri
Dalun Negeri ¢.q. Dircktorat Jenderal Agraria memermtahkan
kepada Kepala Dircktoral Pengurusan hak-hak tanab  untuk
m e gadakan:

4. Pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk .,

b. Penclitian apakah keterangan-keterangan yang diporlukan
telal lenglap dan jika belum supaya segera meminta kepada
Gubenur c.q. Kepala Dircklorat Agraria Propinsi yang
hersangkutan untuk melengkapinya.

Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah

lengkap, maka Menteri Dalam Negeri ¢.q. Direklorat Jenderal

Agraria mengeluarkan SK pemberian hak milik atas tanah yang

dimohon atan menolak permohonan yang bersangkutan.

Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Dacrab dan

atau M enteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut maka

Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten yang bersanghutan

memberitahukan dalam surat keputusan tersebul. Setelah semua



syaral dipenuhi maka atas permintaan pencrima hak oleh Kepala
Seksi Pendaflaran Tanah yang bersangkutan segera dilakulkan
pendaflarannyn dalam  buku tanah dan penerbitan  scrtilikat
haknya menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961,

10. Penandatanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh
Kepala Scksi Pendaftaran Tanah dan ditmdatangani serta olch
Kepala Sub Dirckiorat Agraria atas nama DBupat/Walkota
Kepala Dacrah.

Dalam tata cara pemberian Hak Guna Usaha PMDN Nomor 5

Tahun 1973 juga menjelaskan scbagat berikut.

1. Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha dinjukan oleh
pemolon kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Agraria
Propinsi yang bersangkutan secara tertulis dalam rangkap 6,
dengan tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Dacrah ¢y,
Kepala Sub Dircktoral Agraria yang bersangkutan. Jika lanah
yang diperlukan  lerletak  dalam  wilayah  lehih  dari satw
kabupaten/Kotamadya, maka tembusan permohonannya harus
disampaikan  kepada masing-masing  Bupati/Waklikolam adya

Kepala Daerah c¢.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang
bersangkulan. |

. Mengenai  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  dalam
permohonan  Hak Guna Usaha sama dengan  kelerangan-
keteramgan  vang diperlukan pada permohonan Hak Mihk

dilengkapi dengan keterangan-keterangan i bawah ing:
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. Tentang  bonaliditas dan  hkuidilas perusahaan, misalnya
dengan menunjukkan referensi dari Bank pemerintah atau
keterangan lam.

b. Rencana DPengusahaan tanah jangka pendek dan  jangka
panjang.

¢. Tenagaahli yang tersedia,

d. Rekomendasi dari instansi-instansi  yang  dianggap  perlu,
seperti mstansi perkebunan, kehutanan dan sebagainya Sukliald
dengan rencana,

. Setelah menerim a berkas permobonan Hak Guna Usaha dari yang

bersangkutan maka tindakan-tindakan dan ketentwan -k etentuan

pada point 2 bagi penyelesaian permohonan Hak Milik juga
berlaku untuk permohonan Hak Guna Usaha.

. Gambar situasi atas tanah yang dimohon dibuat oleh Scksi

Fendaltaran Tanah atau Sub Dircktorat Pendaltaran tanah yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

oleh  Panitia Pemeriksaan Tanah. Jika bshan-bsahan yang
diperlukan untuk persyaratan pemberian Hak Guna Usaha sudah
lengkap, maka kepala Direkloral Agraria Propinsi bersam a-sama
dengan instansi-mstansi  lainnya yang merupakan  panilm

Pemeriksaan Tanah untuk Hak Guna Usaha yang ditetapkan

dalam  surat  keputnsan Menteri  Dalam  Negeri SK

No. 142/DJA/973 mengadakan pemeriksaan setempal terhadap

tanah yang dimohon. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam
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suatn risalah pemeriksaan tanah yang ditandatangani olch semua
anggola panitia,

Apabila semun keterangan yang diperlukan telah lengkap dan
tidak ada keberatan uniuk meluluskan permohonan  yang
bersangkutan sedang wewenang  untuk memutuskan ada pada
Gubernur  Kepala  Daerah, maka scgera  dikeluarkan  sural
keputusan pemberian lak Gana Usaha atas tanah yang dimolion
i, Surat keputasan terscbut di catat dalam daltar khusus yong
disediakan untulk o dan diberi nomor urut,

Selain syarat-sayaral khusus yang disesuaikan dengan keadaan
dan peruntukan tanahaya, maka di dalam  sural kepotusan
pemberian  hak  tersebut juga dimual  syaral-syaral  umum
schagaimana pada syarat-syarat umum pada penyelesaian
permuhonan hak milik  begitupun turunan  sural  Kepulusan
pemberian permohonan Hak Guna Usaha sama dengan turnnan
sural keputusan pemberian Hak Malik.

Jikn wowenang untuk memberikan kepuiusan ada pada Gubernur
Kepala Daerah dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi dan oleh
karcna flu permohonannya harus di tolak. Terhadap kepulusan
penolakan mi, pemohon juga dapal meminta banding sccara
tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, seperti halnya pada Hak
Mihik,

7. Mengenal permohonan Hak Guna Usaha yang wewenang untuk

memberikannya ada pada Menteri Dalam Negeri, juga berluku hal

yang sama sebagaimana pada permohonan Hak Milik, dengan
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ketentuan babwa dalam memberikan keputusan di dengar terlehih
dahuly pertimbangan dari Tim Pertimbangan 1Tak Guuna Usaha
untuk perkebunan besar yang dibentnk  dengan  Kepulusan
Dersama Menteri Pertanian  dan Menteri  Dalam  Negeri
tanggal 10 Januari 1969
No/21/Kpts/Uin /1969
2 Tahun 1969

yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Dadan Pertanahan
Nagional No. 47 - VIIL - 1990

%, Pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon itu dilakukain dengan
memperhatikan  ketentuan-ketentuan  sebagai yang  dimaksud
dalam peraturan Menteri Perfanian dan Agraria Nomor 11 Tahun
1962 318 Nomor 2 Tahun 1964, Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan

Menteri Pertanian No. 2P ertfop/8/1969
8/196Y9

Sementara ilu untuk memperoleh Hak Guna Dangunan

schagnimana yang dijelaskan  dalam PMDN No.5/1973 bahwa
penyelesaian pemberian Hak Guna Bangunan pada dasarnya sama
dengan penyelesnian pemberian Hak Milik. Begitupun dengan
penyelesaian Hak Pakai dan Hak Pengelolasn juga sama dengan
penyclesaian pem berian Hak Milik.

Terhadap penyelesaian permohonan perpanjangan  janghka
wakly dan pembaruan Hak Guna Usaba, Hak Guna Bangunan, Hak

Pakai dan Hak Pengelolaan atas tanah negara juga berlaku lata cara



sehagaimana  penyelesaian  terhadap  pemberian hak  tersebut
gehelomnya

Dalam hal permohonan perpanjangan dan pembarvan jangka
wiktu llak Guna Usaha yang wewcenang untuk memutuskan ada
pada Menteri Dalam Negeri, maka setelah diperkirakan bahwa
permohonannya akan diluluskan, sambil menunggn  Keputusan
Menteri Dalam Negeri, oleh Gubernur yang bersangkutan dapat
sepera dikeluarkan surat kepulusan pemberian perpanjangan jangka
walctu selam a maksimal § tahun yang luas tanahuya lehib dari 25 Ila
berdasarkan PMDN No.6 Tahun 1972.

Selanjuinya berdasarkan PMDN No.6 Tuhun 1972, dijelskan
bahwa woewenang pemberian hak atas tanah bagi pejabat yang
bersanghkotan scbhagar berikut:

A, Wewenang Gubernur Kepala Dacrah.
Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai;
| Tiak Milik

n. Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dan

menerima pelepasan hak milik yang luasnya:

- Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m* (dua
puluh ribn meter persegi)

- [Intuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dar 2000
m? (dua ribu meter persepi)

b. Permohonan penegasan status lanah schagai hak mihik
dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi
WU A.
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c. Permohonan pemberian Hak Milik atas tanah negary;
- Kepada para transmigran
Dalam rangka pelaksanaan landelorm
- Kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah
itu merupakan bekas gogolan tidak tetap,
ITak Guna Usaha
Permolionan pemberian, perpanjangan jangka wakln  atau
pembaharnan izin pemindahan don menerima pelepasan 1ak
Guna Usaha atas tanah ne..garnjika:
i) luas tanahnya tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh hektar)
i) Peruntukan tanahnya bukan untuk tanaman keras
i) Perpanjangan jangka waktunya tidak lebih dari 5 tahun
Hak Guna Dangunan
Permolonan  pemberian, perpanjangan/pembabaruan  dan
mencrima pelepasan Hak Guna Bangunan atas tanah negara
kepada Warga negara Indonesia atan Badan Hukum Indonesia
yang bukan bermodal asing yang:
a. Luas tanahnya lidak melebihi 2.000 m® (dua ribu meler
perscgi), dan
b. Jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahun
Hak Pakai
a. Permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan  dan
menerima pelepasan Hak Pakai atas tanah ncgara kepada
Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia

yang bukan bermodal asing yang:
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) luas tanahnyu tidak lebih dari 2000 m? (dua ribu meter
persegt), dan
ii) jangka waktunya tidak melebihi 10 (scpulub) tahun.

b. Permohonan pemberian Hak Pakai atas tanah negara, yang
akan dipergunakan sendiri uleh suatu
Departemen/Dircktorat  Jenderal, lembaga-lombaga non
Iepartemen atan Pemerintab Dacrah.

Pem bukaan Tanah.

zin wntuk membuka tanah, jika luas tanahnya tdak kurang

dart 10 Ha tetapi tidak lebih dari 50 Ha,

B Wewenang Bupati/W alikota Kepala Dacrah

Bupati/Walikota memberikan keputusan mengenai:

| ]

Hak M ilik.

Permohonan izin untuk memindahkan Hak Milik.

. lak Guna Bangunan

Permehonan izin untuk memindahkan Hak Guna Pangunan
atas lanah negarn kepada warga negara Indonesia atan badan
hukum Indonesia yang bukan bermodal asing.

Iak Pakai

Permohonan izin untuk memindahkan Hak Pakai atas negara
kepada warga negara Indonesin atan badan hukum Indonesia

yang bukan bermodal asing.

. Pembukaan Tanah

lzin uniuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha tetapi
tidak lebih dari 10 Ha,
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Woewenang Kepala Kecam atan

Kepala Kecamalan memberikan  keputusan  mengenai 20
mem buka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua helitar)
dengan  memperhatikan  pertimbangan  Kepala Desa  yang
bersangkutan alau pejabat yang setingkat dengan itu,

Namun sctelah adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada
para Gubernur Kepala Daerah dengan suratnya tanggal 22 Me
1984 WNo.593/5707/sj maka para camal dilarang untuk

menggunakan wewenang ini lagi.

_ Wewenang Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri memberikan  keputusan  muengenai

permohonan pemberian, perpanjangan/pembalaruan, menerina

pelepasan, zm pemindahan serta pembatalan:

1. Hak M ilik

2, Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

4. Hak Pakas

5. Hak Pengelolaan

6. Hak Penguasaan

7. lzm membuka tanah atas tanah negara, yang wewenangnya
tidak dilimpahkan kepada Gubernur atau Bupal'Walikota
atapun Kepaln Kecam atan,

Khusus pemberian Hak Guna Usaha dalam rangka poenanaman

modal dalam negeri dan modal asing di lakukan oleh Badan
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Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Dalam

Negeri,

2.4, Sejnrah Singleal Badan Pertunahan Nasional

Kantor Pertanahan  pada  awalnya merupakan  lembaga
keagrariaan yang belum merupakan satu kesatuan unil pelaksana,
dengan adanya 3 unit pelaksana di daerab:
|. Kantor Inspeksi Agraria,

9 Jawatan  Pendafiaran Tanab  masih  dalam  kewenangan
Foelak m an.
3. Menter Pertanian dan Agraria.

Dengan dikeliarkannya Keputusan Menteri Dalam Nugeri
tanggal 6§ November 1968, telah ditetapkan kembali Dirck torat
Jenderal Agraria scbagai salah satn instansi yang mempunya
sebagian ugas pokok Departemen Dalam Negeri Hal i dipertegas
lagi dengan Kepniusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972
yang kemudian dibapus dan diganti dengan  Kepulusan Menter
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Organisasi Tata Kerja
Direktorat Agrarin Propinsi dan  Kantor Agraria K abupaten/
Kotam adya. Berdasarkan Keputusan presiden R.I. Nomor 15 Tahun
1984 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1987 (Pra Badan Perlanahan Nasional),
wgas keagrariaan ada pada Menteri Dalam Negeri c.q. D ireklorat

Jenderal Agraria.  Dan  selanjutnya sebagian tugas terschut
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dilimpahkan kepada para Pejabat Pem erintah Pusal didacrah-dacral,
Pelaksana lugns keagrariaan berbeda-beda, yaitu:

a. Menteri Agraria, Menteri Muda Agraria, Menteri Pertanian
dan Agraria, Kepala Jawatan Agraria dan Kepala Jawatan
Pendaflaran Tanah. Penycbutannya ketika iln  disesuaikan
men jadi Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria,

b. Ditingkat Propinsi, Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Inspeksi
Pendaftaran Tanah, Kepala Inspeksi Land Use (Tata Guna
Tanah), Kepala Fl‘-l]E:—lW:!Q Agraria, Kepala Pendaltaran dan
Pengawasan Pendaftaran Tansh (KP3T) - menpadi Gubernur
Kepala Daerah Cq. Kepala Direktorat Agraria Propms.

¢. Kepala Eantor Agraria Dacrah, Kepala Kantor Pendaltaran
Tanah, Kcpala Kantor Land Use, Kepala Sub.Direktorat
Apraria Kabupaten/Kotamadya men jadi Bupati/
Walikolamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Kanlor Agrana
Kabupaten /Kotamadya,

Pada tahun 1988 terjadi perubahan dengan diterbitkannya
Kepulusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 yang ditetapkan pada
tanggal 19 Juli 1988. Berdasarkan Keppres tersebul maka Direktoral

Jenderal Agraria beralih menjadi Badan Fertanahan Nasional.
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241, Dasar Mulcum Pembentulkan Badan Pertanuhan Nasional.

Dasar hukum pembentukan BN adalah .

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

“Presiden Republik  Indonesia memegang  kekuasaun
Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Badan  Pertanahan  Nasional  berada  dibawah  dan
bertanggung jawab langsung kepada  Presiden  sclaku
pemoegang kekuasaan pemerintahan,

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,

Feputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1938 tentang Badan

Pertanalian Nasional,

2.4.2 Lator  Belakong  Pembentukan  Badan  Pertonahan

MNasional.

Dalam Konsideran Keppres No.26 Tahun 1988 ditegaskan

pertimbangan yang mendasari Pembentukan Badan Pertanahan

MNaszional :

L.

Dalam pelaksanaan pembangunan  Nasional adanya
kebutuhan penguasaan dan  penggunaan  lanah  pada
pmumnya termasuk uniuk kepentingan pembangunan
dirasakan meningkat,

Dengan  meningkatnya  kebutuhan  penguasaan  dan

penggunnan  tanah,  terutama  wntuk  kepentingan



pembangunan meningkat pula permasalahan yang tunbul
dalam bidang pertanahan,

i. Schubungan dengan hal-hal tersebut, serta untuk dapal
menyelesaikan permasalohan di bidang pertanahan sceara
tuntas, dipandang perlu meninjan kembali kedudukan tugas
dan fungsi Dirckiorat Jenderal Agraria Departemen Dalam
Megeri dan meningkatkannya menjadi suatu Jembaga yam g

menangani bidang pertanaban tersebut seeara nusional

2.4.3. Kedudukan Badan Perlanahan Naosional.

Badun Pertanahan Nasional adalah lembaga Non Departem e
yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung Jawith
fangsung kepada Presiden.

Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Dacral Khusus
bukota Jakarta, scdangkan di sctiap propmsi lerdapat  Kanlor
Wilayah Badan Perlanahan yang dalam pelaksanaan lugas scear
taktis operasional dikoordinasikan Gubernor, dan teknis adm mistralif
di  bawah  Kepala  Badan  Pertamahan,  Dan  diseliap
Kabupalen Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan. Pembentukan
Kantor Wilayah Badan Pertanalan dan Kanlor Pertanahan dilakukan
dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan, selelah
mendapat  perselujuan tertulis fehih  dahule  dari Menter
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menleri Sckretanis Negarn

Kantor pertanahan Dacrah merupakan instansi vertikal dart Dadan
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Pertanalian Nasional yang berada di bawah dan berlanggnng jawab

langsung kepada Kepala Kantor BPN,

2.4.4. Struklur Organisasi

Badan Pertanahan Terdiri dart:

. Kepala
Kepala adalah jabatan cselon Ta yang diangkat dan diberhentikan
alelt Presiden,

2. Deputi Bidang Umnm
Deputi Bidang Umum adulah unsur pelaksana schaginn tugas dan
fungsi Badan Pertanahan di bidang administrasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepaly Depol
Bidang Uniwm membawahi;
a) Bidang Hukum dan Hubungan M asyarakat
b) Bidang Organisasi dan Kepegawaian
¢) Bidang Keuangan
) Bidang Tata Usaba

3. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah
Adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan
Pertanahan di bidang pengaturan  dan  penguasaan  dan
penatagunaan tanah dan pembinaan pelaksanaannya berada d
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Deputi
Bidang ini membawahi;
a) Direktorat Bina Program

by Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah
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¢} Dircktoral Penatagunaan Tanah

Deputi Bidang [1ak-hak Atas Tanah

Adalah unsur pelaksana scbagian tugas dan fungsi Dadan

Pertanghan di bidang pengurusan  hak-hak  atas tanab  dan

pengadaan  lanah  wntuk  keperlvan  instansi pewermtab  dan

lembaga vang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala, Deputi bidang ini membawahi;

a) Dircktoral Pengurusan Hak-Fak Atas Tanah

by Dircktorat Pengadaan Tanah Uutuk Instansi Pemcritah

Deputi Ridang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Adalal unsur pelaksana schbagian tugas dan fungsi Badan

Pertanahan  di bidang  pengukuran  dun pendaltaran Goah.

Muembawah i;

a) Direktorat Pengukuran dan Pem claan

b} Dircktoral Pendaflaran Hak Atas Tanah

Deputl Bidang Pengawasan

Beputi DBidang Pengawasan ini mem bawahi;

a) Beberapa Inspektorat Didang Pertanahan, sesual dengan
kebutuhan.

by Inspektorat Bidang Umum

Pusal Penchitian dan Pengembangan, Pusat Pendadikan  dun

Lt b

Adalah unsur penunjang tngas dan fungs) Badan Pertanaban yang

berada di bawab dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
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8. Stal Akl
Stal Ahli diangkat untuk memenubi kebutuhan keahlan i
bidang-bidang tertentu guna membantu pelaksanaan tugas dan
[ungsi Badan Pertanab an.

Pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional sccara organisatoris
metupakan peningkatan dari Dircktorat Jenderal Agraria Departemen
Dalam  Negeri menjadi Badan  Pertanahan  Nasional.  Hka
dibundingkan  struktur  organisasi  Dircktorat  Jenduvral - Asraria
Departemen Dalam Megeri dengan Badan  Pertanabian Nasional,
maka akan didapati perbedaan-perbedaan:

o Pelaksanaan tugas kewenangan yang selama ini dipegang Menten
Dalam Negeri, setelah terbentuk Badan Pertanaban Nasonal Lelah
beralih pada Kepala Badan Pertanahan Nasional

b. Susunan organisasi pada Direklorat Jenderal Agrana Departem on
Dalam Negeri hanya terdiri dari; sekretaris Direktorat Jenderal,
Dircklorat Tata Guna Tanah, Dirckorat Landreform, Dwrckloral
Pengurusan THak Tanah, Direktorat Pendaftaran  Tanab.
Sedangkan pada Dadan  Pertanshan  Nasional  susunan

prganisasinya telah berkembang.

2.5 Tugas dun Fungsi Badan Pertunuhan Nasional,
I, Kepala
a Memimpin Badan Pertanahan sesuai dengan Tnngsi dan togas

vadan Pertanahan dan membina aparatur Badan Pertanahan.
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Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesual dengan
peraturin perundang-undangan yang berlaku.

Membina dun melaksanakan kerjasama di bidang Pertanahan
dengan departemen dan lembaga pemerintah lainnya batk di

pusat manpun di daerah,

Deputi Bidang Umum

Tugasnya;

il

melaksanakan pengelolaan  keuangan, perlengkapan  dan

perbekalan.

 Melaksanakan  penelaahan  dan menyiapkan  perwmusian

peraturan perundang-undangan,

Meluksanakan pembinaan organisasi dan tatalak sana.
Memberikan  pelayanan  administrasi bagi seluruh  satuan
organisasi Badan DPertanahan  dalam  rangka  pelaksanaan

Lba g sksn et

Deputi Bidang Pengaturan dan Penatagunaan Tanal

Dalam pasal 11 dikatakan bahwa Deputi bidang ini bertngas

melaksanakan pengaturan penguasann dan penatagunaan lanah

serla pembinaan pelak sanaannya.

Dan dalam pelaksansan tugas Deputi Bidang Pengaturan dan

Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungst,

Menghimpun dan mengolah dala sebagai bahan penyusunan
rencana pengaturan masalah  penguasaan tanah  dan

penatagunaan tanah.
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Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama sceara terpadu
dengan Departemen atan Lembaga Pemerintah baik di Pusat
manpun di Daerah dalam rangka penyerasian penatagunain
tanah dengan rencana tata ruang wilayah,

Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanab
baik oleh pemilik manpun bukan pemiliknya,

Melakulkan pengendalian atas penguasaan, pemilikan. dan
pem an faatan tanah serta pengalihan haknya.

Lam-lain yang ditetapkan oleh Kepala,

. Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah
Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah mempunyal tugas dy bidang

pengurnsan hak dan pengadaan tanah untuk keperluan mstansi

Pemeormiah.

Dalam melaksanakan tgasnya Deputi ini menyelen ggarakan

i

lwngsi;
Melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  di budang

pertanalian yang menyangkut pengurusan hak-hak atas tanab.

. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah unluk

keperluan pemerintah,

Mengurus  pemberian,  perpanjangan  jangka  wakln,
pembaharuan, penghentian, dan pembatalin hak-hak  atas
tanah.

Menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan serta
kegiatan penertiban hak atas tanah.

Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala.



5.

{.

Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaflaran Tanah

Tugas dari Deputi ini adalah di bidang pengukuran  dan

pendaftaran tanah, Dalam pelaksanaan wgas, menyclenguarakan

fungsi,

a. Menyusun rencana dan melaksanakan pengukuran, penclaan,
dan pembukuan hak-hak atas tana.

b, Mengadministrasikan  pendaltaran  hak-hak  atas tanab,
poraliian hak atas tamah, dan pembebanan hak atas tanak,

¢, Memberikan tanda bukti hak atas tamah dan tanda bukly
pem hebanan hak atas tanah.

d. Lain-luin yang ditetapkan oleh Kepala,

Beputs Bidang Pengawagan

Deputi Bidang Pengawasan bertugas melakukan  pengawasan

erhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan &y bidang

pertanahan dan penyelenggaraan adm inistrasi pertanahan wit-uni

kerja di lingkungan Badan Pertanaban baik di Pusat manpun i

Daerah,

Deputi bidang ini menyelenggarakan lungsy,

4. Mempersiapkan rencana pengawasan di bidang pertanalian,

b. Menyusun norma alan  petunjuk  pemeriksaan.  pentbian,
pengujian, dan pengusutan di bidang pertanahan.

¢. Mengusut  kebenaran  laporan  ataw  pengaduan  lenbang
hambatan, penyimpangan, dan penyalahgonaan i bidang

pertanaban.



J. Meliksanakan tindakan penertiban terhadap permasalaban di
bidang pertanahan yang ditemukan dari kegiatan pengawasin
schagaimana di maksud dalam hufur c.

e, Meminta bantuan yang diperlukan dari instansi fain o Jdalam
pelak sanaan pengawasan.

[, Menyiapkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala,

. Laim-lain yang ditetapkan oleh Kepala.

7. Pusat Penclitian dan Pengembangan serta Pusal Pendidikan dan
1.atihan

Pusal  Penelitin  dan Pengembangan  moempunyai  lngis

melakganakan penelitian dan pengembangan bidang puertanahan

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan olch Kepala dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan  Pusal

Pendidikan  dan  Latihan  mempunyai  lugas  melaksaakan

pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Kadan Pertanatian

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala,

Pada pasal 31 ditegaskan bahwa semua wnsur di lmgkungan
adan Pertanahan dalam melaksanakan togasnya wajib mencrapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lmgknngan
Badan Pertanphan sendiri maupun dalam hubungan antar mstans
pemerintal untuk kesatuan gerak sesuai dengan tngasnya  adan
Fertanahan dalam melaksanakan wgas mendapal pembinaan dan
pengarahan dari Menteri atan Menteri-menteri yang akan di tunk

oleh Presiden.,



BAB IlIl
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penclitian

Berdasarkan judul dari skripsi ini maka lokasi yang menjadi
penclitian adalah Kabupaten Dangga Hal mi dimaksudkar nuluk
mengkaji lebih dalam mengenai pemberian hak atas tanab i bk
kepentingan perkebunan swasta,

Dalam hal ini yang menjadi objek penclitim adaluh proyek
perkehunan kelapa hibrida dan coklal yang berada o Thesa
Singkonyo Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan responden

yenelitian adalah Kantor Pertanaban Kabupaten Danggal
I | =

3.2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penclitian ini data yang diperoleh diklasifikasikan
menural sumbernya yaitu:
1. Data Primer
¥aitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertam a.
Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung duri
responden penelitian melalui observasi dan wawaucara.
2. Data Sckunder
Yaitu data yang dipereleh dart tangan kedua, misalnya dary

tulisan-tulisan di perpustakaan dan data-data dari instansi terkait

50
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3.3, Metode Pengumpulan Data
Adapun  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam
pengum pulkan data adalah:
1. Penelitian Lapangan (Field Rescarch)
2. Penclitinn Kepustakaan (Library Rescarch)
Dim aksudkan untuk mengkaji hteratur-lileratur yang ada serla
arsip-arsip yang relevan yang ada pada mstanst terkail gona
memperoleh  landasan  leoritis yang berhubungan  dengan

pem bahasan peanlisan ini,

3.4, Analisis Paln
Dari data primer maupun dari data sekunder yang diperolsh
dalam penclitian penulis akan mempergunakan metode deskriptl

analitis. di mana merupakan pengelahan dan penganalisaan data

socara kualitatil kemudian dideskripsikan.

F.]
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Selayvang Pundang Koabupalen Bunggai,

Kabupaten Luwuk Banggar adalah salah satu dare 5 wlayah
pembhangunan yang berada di wilayah Propimsi daerah Tmgkat |
Sulawesi Tengah, dengan letak geogenlis antara 0% 37 L5 7 200 L5
di 123% 237 BT - 124" 207 BT,

Wilayah Banggai terdiri dari 2 bagian yaitu:

Yagian wilayah Banggai Daral, terbagi atas § Kecamatan,
2. Dagian wilayah Banggal Kepulawan, terbagi atas 7 kecam atan
Batas-batas wilayahnya adalah:
Schelah utarn dengan Selat Walea
Sehelah Selatan dengan Teluk Tolo
- Sehelah Timur dengan Laut Maluku
Sehelah Baral dengan Kabupaten Poso
Adapun luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Luwuk Dangga
F12.887.16 km? dan luas lantan 23.272,00 km? Kabupaten Banggai
terdiri dari 15 Kecamatan yang kesemuanya memililn luas wilayah

yang berbeda-beda satu sama lamnya,



Tabel Program Penataan Ruang di Kabupaten Luwuk Banggan,

M) KECAMATAN i PROGRAM PENATAAN RUANG
(kM%)
il Labangkurung 431,28 -
2 T otk wm 294,29 Kawasan produks
1 Tinambung 503,49 Kawasan produks
d Bangpgat 294,39 Eawasan luog
5 Liang 316,19 Kawnsan produke
0 Bulag %1266 Kawasan produks dan lintdung
7 Buko 37206 Kawasan produks
it Batui 1390.33 Kawasan produksy dan hodung
0 Toili 1979,62 Kawazan produls dan ldung,
It Bunta 1919,69 Kawasan produks dan lindong
1l Eo il o 518,12 Kawasan produks
12 Luwuk 734,70 Kawasan pemenulabau dan
pendidikan
13 Lamala 678,30 Kawasan produksi dan lindung
i1 Ralanlak 486,506 Kawasan produksi dan lindung
|5 Pagimana 1937,78 kawasan produkst dan hndung

“Sumber: Kantor BAPPEDA Kabupaten Banggai

Luas Liap-Liap jenis lingkungan scbagai berikut:

- Dacrah perkebunan

- Dacrah pertanan

- Dacrah pemukiman

- Rawa/hutan/ladang

“0.296.7 kmn®
: 1.585,7 km
- 3.387.5 km?
- 1.617.3 km?




Jumlah penduduk Kabupaten Banggar berdasarkan scosus
tahiun 1998 wdalah t 413,763 jiwa  dengan kepadatan rata-rata
penduduk  Kabupaten 43 jiwwkm?, wilayah yang paling  padat
pendudulinyn adalab Kecamatan Luwuk dengan angka kepadatan
penduduk 80 jiwa/km?, sedangkan yang paling jarang pendudukoya
adalah  Kecamatan  Banggar  dengan  kepadatan  penduduk 13
pwaikme,

Drengan semakm menmgkatn ya pembangunan, terutama dalam
apaya meningkatkan produktifitas melalui pengembangan kawasan
budi daya tanpa mengurangi fungsi pembangunan kawasan lindung
wituk it diperlukan Rencana Tata Guna Ruang W ilayah,

Mengingal tala ruang wilayah terbentuk dari komponen-
komponen/unsur-unsur pembentuk ruang wilayah termasuk Sumber
PDava Alam yang ada dalam wilayah, maka pemanlaatan ruang
wilayalhdapat diartikan pemanlaatan sumber daya alam v walatyvab
yang bersanghuban,

Penataan sumber daya alam;

a. Rencana pengaturan, penguasaan, pemanfaalan dan penggnnaan
sumber daya alam.

bh. Mekanisme penguasaan dan pemanfaatan,

t. Mekanisme pengendalian dan peman{aatan sumber daya alam

Penataan ruang di Kabupaten Banggai tersebut bertunan untuk
mewn judkan pemanTaatan ruang wilayah dalam lingkup Kabupalen

Banggai yang scrasi dan optimal sesual dengan kebutuhan dan
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kemampuan daya dukung alam, serta memperhatikan keb ik sanaan
pembangunnn nasional dan dacrah, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Memantapkan kawnsan berfungsi Indung.
2. Memberikan araban pengembangan kawasan budidays,
1. Menetapkan pola pengembangan sistem prasarana wilayah.
4. Momberikan  arahan  terhadap  wilayah-wilayah  yang
diprioritaskan pengemban gannya.
5. Menctapkan pola pengembangan sistem pusta-pusal pemuk i an.
6. Menctapkan kebijaksanaan penunjang penataan  ruang nntnk
mewujudkan strktur tata ruang yang direncanakan.
Nal ini sejalan dengan wjuan penataan ruang menuiut U
No.2d Tahun 1992 yaitu:
o, Tersclengaranya  pemanfaatan  ruang  berwawasan  hnghwngan
yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan  ruang  Eawasan
lindung dan budidaya,
c. Tercapainya pem an (aatan ruang yang berkualitas untuk:
1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudy fubur.
dan sejahtera.
2y Mewujudkan keterpaduan dalam penggunam sumber days
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber
daya manusia.
1) Menmekatkan pemanfaatan sumber daya alam dan somber
daya buatan sccara berdaya guna, berhasil guna, dan tepal

guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia



4} Mewuudkan perlindungan [ungsi ruang dan mencegab serta
menanggu lingi dampak negatl terhadap lingkungan.
31 Mewnjudkan keseunbangan kepentingan kesejabteraan  Jdan
ks s an
Pola dasar pembangunan Daerah Banggai menctapkan matra
ruang Pembangunan Dacrah schagai beriknt:
I. Rencana Lata guna ruang wilayah Kabupaten merupakan moatra

ruang dart pembangunan dacrah.

Rencana (ata ruang wilayah Kabupaten merupakan acuan bhagi
pemermiah pusat, pemermniah dacrah  dan  moasyarakat  dalam

melak s akan pembangunan.

S

Rencana lata ruang wilayah Kabupaten Banggai sebagar acuan
bagi  pemerintah  daerah  dalawm memberikan  rekomendasi
perngelahan serta perizinan pem an faatan ruang skala besar,

Dart selurul wilayah yang ada, sebagian  besar  wilayah
RKabupaten Banggar masith mernpakan hutan, yang terdirt dart hutan
Imdung yang tdak dibenarkan untuk duniliki dengan sesuatu hak.
hutlan/semak belukar yang merupakan tanah negara bebas. dan hutan
produksi terbatas yang telah dimiliki dengan sesuatu hak.

Adapun yang menjadi objek penclitian dan penulis ini adalah
Kecamatan Toili yang telah ditetapkan scbagai kawasan produksi dan
Imdung, Kecamatan Toili merupakan wilayah transmigrasi pendnduk
lawa dan  Bali. Pari peta rencana alokasi penggunaan ruang
Kabupaten -Bangai tergambar babwa wilayah toili merupakan

wilayah hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi
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konverst, hutan lebat, hutan/sem ak belukarfanah rusakAandus, hutan
bakau potensi tambak, dan kampung tegalan sawah/perkcbunan.
kecamatan Totli ini memiliki batas-batas wilayah:

- Sebelah utara dengan Kecam atan Bunia

- Schelah selatan dengan Selat Peling

- Scbelab timur dengan Kecam atan Batui

- Bebelah barat dengan Kabupaten T'oso,

Sebagai kawasan produksi dan  lmndung  dismilal proyek
perkebunan kelapa hibrida dan coklat yang dikelola olch PT Kurnia
Luwuk Septi terscbul dilaksanakan, tepatnya di desa Smgkonyu
dengan Juas awal areal £ 7417,90 Ha, yang pada akhirnya menjadi
6010 lla.

schubungan dengan itu maka pemerintah  setempat telah
melakukan upaya pemberian hak atas tanah dalam hal i Hak Guna
Usaha untuk proyek perkebunan kelapa hibridan dan coklat tersebut
untuk menunjang lerwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah ke arah
cfesiensi dan efeklfitas yang  bermuara  padn penmgkatan
produktifitas kawasan sesuai denigan lujuan  dan  sasarmm yang

hendak dicapai,

4.2 Statug Tanah Sehelum Digunakan Vntuk Proyek Perkebunan
Kelupa Hibrida dan Coklat
Sebelum menguratkan lebih javh mengenat status tanah yang

digunakan untuk proyek perkebunan kelapa hibrida dan coklat mi
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neaka  Aerfebih  dahuln penulis  akan menguraikan  mengenn
penatagunaan tanab/lahan pada kabupaten Banggai

Penatagunaan tanah/lahan dilakukan agar tanah/lahun yang ada
dapat digunakan secara aman, lerlib, dan efisien untuk mendukung
pengembangan kawasan-kawasan budi daya berserta sarana dan
prasarana  pendukungnya.  Dengan  demikian  penatagunann
tanah/dahan mencakup kebijaksaan-kebijaksanaan untul:

a. Menmgkatkan ketersediaan lahan bagi kegiatan pembangunan
yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga yang layak.

b, Menmegkatkan  produktivitas  tanah, meningkatkan  mlensitas
sestal dengan fungsi kawasan dan sesum dengan  rencana tala
Fiang,

¢. Mempertabhankan fungsi kawasan, mengubab dan mengem balikan
fungsi kawasan sesual dengan rencana alokasi/pola pem anlaatan
rang yang  lelah  ditetapkan  agar keseluruhan  peman laatan
tanah/lahan dapat efisien, produktif dan tertib hukum.

. Menyelesaikan  koflik  pemanfantan/penggunaan  lahan  antar
seklor,

e. Pengaluran peruntulkan pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam
rangka pengendalian pemanfaatan ruang uniuk mewujudkan
strukiur tata ruang yang dituju mengenat pengendalian harga,
pengendalian siatus (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan), pembatasan luas dan kepemilikan, perizinan. pajak
dan pengembangan model-model pengembangan [ahan,

I Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lnhan.



g, Rumusan  penguasann,  pengusahann,  pemanfaatan  dan
penggunaan lahanManah di masa yang akan datang harus sejulban
dengan pola pemanfaatan reang untok kegistan budi daya serta
mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 5 Taliun 1960
lentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

Suatu kenyataan bahwa di Kabupaten Banggai tidak terdapal
hal-hak tanah adat, karena daerah mi adalah dacrah bekas swapraga,
dengan demikian yang ada hanya tanah negara. Hal ini sesual dengan
Pasal U0 Nomor 5 Tahun 1960 bagian keempat yang moenjelaskan
bahwa:

“INak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan e dan
Swaprag atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktw mula
berlakunya Undang-undang mi dihapus dan beralih kepada tanal
negara’,

Adapun tanah yang menjadi objek proyek perkebunan kelapa

Wibrida dan coklal mi schelumnya adalal merupakan tanah negara

yang masih berupa hutan/semak belukar, yang oleh perusabaan T

Kurnia dimohonkan Hak Guna Usaha.

4.3 Prosedur pelaksanaan peralihan kawasan hulun  untuk
perkiebunan  Kelapa  hibrida  dan  cokiat  di  Kanior
Pertanahan Kabupalen Banggai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kanlor

pertanahan, maka didapatkan bahwa bentuk perabhan hak atas tapah



Tersebul merupakan  pemberian  hak atas tanah  acgara yang
dimobonkan menjadi Hak Guna Usaha

Pada awalnya PT. Kurnia Luwuk Sejati dinyalakan telah
memenuhi persyaratan memperoleh Hak Guna Usaha alas tanal
negara seluas 7417.90 Ha Tanah tersebut telah dikvasai oleh
pemohon berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dacral
Tinglat | Sulawesi Tengah c.q. Ketua Badan Koordinasi Penanam an
Modal Dacrah Propmsi Sulawesi Tengah, tanggal 26 Februar 19910,
No STOOLPCTMBid N-BEKPMD/1990, dan tanggal 12 April 1990,
No. ST0/03/1L/Bid 1I-BKPMD/1990 tentang Pencadangan Tanah dan
persetu juan/perubahan izin lokasi. Kepala Dinas Perkebunan Dacrah
Tingkat | Sulawesi Tengah dalam rekomendasi tanggal 24 Februar
1989 No. 503/01/223 menyetujui pembangunan perkebunan kelapa
hibrida dan coklat tersebut Namun oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan Propinst Sulawest Tengah dalam suratnya
langeal 26 Mei 1990 No. 3769/WB-13/90 menyalakan bahwa luas
areal tanah yang diselujui untuk keperluan perkebunan adalah yvang
lerletak di luar kawasan hutan, yaitu selvas 7.417,90 Ha - 140790
Ha = 6,010 Ha Berdasarkan rekomendasi dari Departemen
Kehutanan terscbul maka lnas areal yang dimohonkan adalah 6010
Ha yang merupakan kawasan produksi terbatas dan  kawasan
produksi biasa. Adapun proscdur permohonan Hak Guna Usaha
unink keperluan perkebunan kelapa hibrida dan coklal itu dikatakan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 5 Tahun
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1976 tentang Ketentwan-ketentuan Mengenar Tata Cara Pemberian

Hak Atas Tanah, yailu sebagai berikut;

Pemohon, dalam hal ini PT. Kurnia Luwuk Sejati, mengaukan
permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupalen Danggan

Selelah menerima permohonan PT. Kurnia Luwuk Sciati. Kepala
Sub Dircktoral Agraria Luwuk Banggar memermtahkan Eepada
Kepala Scksi Pengnrnsan Tanah dan hak  agar mencatalnya
dalam permobonan Hak Guna Usaba dan memeriksa keterangan -
keterangan yang diperlulan.

Kemudian Kepala Sub Direktoral Agraria Luwuk DBanggai
memanggil pihak T Kurnia Luwuk Sejati untuk membayar ke
Eepala Sub Bagian Administrasi dan Sub Direktoral Agraria
persckot biaya yang diperlukan untuk penyelesaian permolionan.
Kepala Sub Dircktorat Agraria memerintahkan Kepala Selosi
Pendallaran  Tanah, untuk menyelesatkan  bahan-bahan vane
diperitkan untk mengambil keputusan,

Sclelah mendapat persetujuan, maka Kepala Sub  Direktorad
Agrarta. mengirim berkas permohonan itw Kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah c¢.q. Kepala Kantor
Agraria Propms:  disertal  pertimbangan  perselujuan  atas
permohonan tanah tersebut

Gubernur Kepala Daerah ¢.q. Kepala Direktorat Agraria Propmsi
menyampaikan berkas permohonan yang bersanghutan kepada

Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria disertai
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'Ha. o
pertimbangannya dengan  tambusan  kepada Bupati Kepala 2=
aerah c.q. Kepaln Sub Dircktoral Agraria Kabupaten.

- Setelah menerima berkas dari Gubernur Kepala Dacrah Tinghat
I, Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria
mengelarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas
tanah yang dimohon SK. Kepala BPN No. 15/HGU/199]1 tanggal
2 Oktober 1991, dengan terlebih dahuln memerimtahkan Kepala
Dircktlorat Pengurusan  hak-hak tanah  untuk  mangadakan
pencatatan dalam buku yang khusus dan penelition kelengkapan
keterangan yang diperlukan.

- Setelah menerima surat keputusan terscbul atas permintian
penerima hak segera dilakukan pendaftarannya dalam buku
tanah dan penerbitan sertifikat hak, sctelah sebelumnya penerima
hak membayar biaya pendaftaran tanah kepada kepala scksi
pendaltaran tanah. Dan membayar vang pemasukan schesar Kp.
75.125.000.

Dilihat dari prosedur diatas maka dapat ditarik kesimpulan
pemberian hak atas tanah tersebut mengacu pada PMDN No. 5
Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tala Cara
Pemberian Hak Atas Tanah. melihat pula pada tahun pengajuan hak
yailu tahun 1938,

Dasar-dasar hnkum yang dipergunakan  dalam  prosedur
pem berian hak di atas juga mengacu pada:

o Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria.



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahan 1961 tentang Pendaltaran
Tanah.

FKepulusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Badan
Perlanahan Nasional,

Peraturan Menleri Perlanian dan Agraria Nomor 11 Tabhun 1962
Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1964
entang Ketentwan-ketentuan dan Syarat-syaral Dalam Pemberian
Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-pengusaha Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang
Pedoman Mengenai Uang Pemasukan, Uang Wajib Dan Byn
Admmistrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-1ak

Alns Tunah Negara.
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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang tclah dipaparkan dalam  bab-bab

sehelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikul:

J

Wilayah Kabupaten DBanggal schagian besarnya merupakan
kawasan produksi dan kawasan lindung. Rencana Tala Guna
Ruang Wilayah terutama sangat diperlukan untuk peningkatan
produktifitas melalui pengembangan sumber daya tanpa
mengurangi fungsi pembangunan kawasan lindung, yang pada
pokoknya bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah
vang serasi dan optimal sesuai dengan daya dukung alam.

Untuk memenuli tujuan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten
Banggai, maka pemerintah sctempat telah melakukan upaya
pemberian hak alas tanah dalam hal in1 Hak Guna Usaha aotuk
proyek perkebhunan kelapa hibrida dan coklat setelah pihak PT.
Kurnia mengajukan permohonan hak guna usaha kepada
pemerintah setempat. Tanah yang dimaksudkan wntuk proyek
perkebunan kelapa hibrida dan coklat ini adalah tanah negara,
yang pada saat digjukan permohonan Hak Guna Usaha oleh pihak
PT. Kurnia masih dalam bentuk hutan/semak belukar.

Mengingat luas tanah yang dimaksud £ 6.010Ha, m aka dalam hal
ini pemberian Hak Guna Ussha dilakukan oleh Kepala BIPN

setelah mendapat rekomendasi dari tim  pertimbangan  HGU

il



i

.

perkebunan besar. Pelaksanaan pemberian HGU untuk proyek
perkebunan tersebut tersebut mengacu  pada PMDN NoS
Tahunl973. Penetapan luas tanah untuk perkebunan tersebut
setelah mendapat rekomendasi atan pertimbangan  dari Dinas
Perkebunan Dacrah yang menyetujui penguasaan tanah scluas |
7.417.90 1la yang kemudian berubah menjadi L 601090 a alas

pertimbangan dari Departem en Kehatanan,

L. Saran-saran

. Setiap pembangunan yang dilaksanakan haruslah memperhatikan
kescimbangan wilayah yang bersanghutan, daya dukung alimmnya,
pemanfaatan wilayah yang optimal tanpa harus mengurang
produktifitas dari wilayah tersebut.

Pemberian hak atas tanah harus sesual dengan program-program
yang telah ditetapkan dalam rencana nmum tata ruang {(RUTR)
atan rencana tala reang wilayah (RTRW) dari masing - masing
daerah yang bersangkutan. Pemberian hak atas tanah harosiah
mengacy pada peraturan yang berlaku, Penetapan luas arcal harns
dengan koordinasi dari instansi-instansi yang terkait agar tudak
terjndi penguasaan tanah secara beriebihan,

Perlunya penyuluhan hukum mengenar masalah pertanahan oleh
pemerimiah khususnya sarjana hukuwm kepada masayarakal agar
ketentuan-ketentnan hokum mengenai masalah pertanahan dapat

berlaku sepert: yang diharapkan.
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D5 -
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1973

: TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

g bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Mo, §
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun [972 tentang
Susunan Organisasi Direktorat Agraria Propinsi dan Susunan Organisas
Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, maka perlu diadakan
pengaturan tentang Pedoman tata cara pemberian, pcrpanjanganjangkﬂ
waktu dan pembaharuan hak atas tanah;

b, bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk meninjau

| kembali Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 Tahun 1959 tentang

Pemberian dan Pembaharuan beberapa hak atas tanah serta pedoman

mengenai Tata Cara Kerja Bagi Pejabat-Pejabat yang bersangkutan.

Mengingat:

l. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Hc: ;
104);

2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun
1961 No. 28); :

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 187 dan 188 tahun 1970;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 6 tahun 1972;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KETENTUAN-
KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TA-
NAH, '

BAB1
: ARTI BEBERAPA ISTILAH
Catatan:

g;;';;f-'-hﬂl Program dan Proyek Departemen Pertanian lihat PMDN 3/1985 (C40 dan
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Pasal 1
yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

( “Hak atas tanah" adalah HAX MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GU-

NA BANGUNANHAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN seperti
yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. & tahun
1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.
~»Tanah Negara" adalah tanah yang langsung dikuasai Negara seperti
dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara
1960 No. 104); '

_"Tanah Hak” adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak se-
hagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,

. "Pejabat yang berwenang” adalah pejabat-pejabat sebagai dimaksud da-
lam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 187/1970 jis. Keputus-
an Menteri Dalam Negeri No. 88/1972 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 6/1972.

_ "Pemberian hak atas tanah” adalah pemberian, perpanjangan jangka
waktu dan pembahzruan hak atas tanah.

: BAB II
PEMBERIAN HAK BARU

A, HAK MILIK

Pasal 2

Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam

nasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1960.
Pasal 3

I. Hak Milik dapat diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan-badan Hukum yang djtﬂtapkaﬁ oleh Pemerintan seperti yang

ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintall No,

yaitu:

1. Bank-Bank yang didirikan oleh Negara,

s Pe:kumpulan-perkumpulan Koperasi
berdasarkan a
Negara 1958 No. 139).

3. Badan-badan Keagamaa _
oleli Menteri Dalam Negerl scte

Menteri Agama dan Menteri Sosial.®)

*) Likat [, 3.

38 tahun 1963

Pertanian yang didirikan
tas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran

n dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk
lah mendengar pertimbangan
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2. Jika mengenal tanah pertanian maka perlu diperhatikan keten
tentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Mo. 56 Prp 1960 jis
Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah
MNo. 4] tahun 1964. *)

Pasal 4

I. Permohonan untuk mendapatkan tanah Megara dengan Hak Milik diaju.
kan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraap
Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya yang bersanpkutan, secara tertulis yang disusup
menurut conoloh [ dalam rangkap 6.

2. Permolhonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang;
ga. Pemohon:

1. Jika pemochon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan
tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anakny;;
yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, jugs
disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di
dras. '

2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akig
atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hu.
kum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik. ._

b. Tanahnya: foias

I.Letak;-lyuas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dap’
nomor surat ukur atau gambar situasinya). ' IF}

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat kfci

. teramgan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi,f'verpr:rndiﬁ%
indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menun-

jukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara, . - .,
3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal,'kebun) atau tanah ba.’
nguran.

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau su-~,

dzh dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan\menguasainya, -

; 5. Penggunaannya: direncanakan oleh peraohon akan dipergunakan™
| untuk apa. :
c. Lain-lain: _

1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang
dipunyai oleh isterifsuami serta anak-anak yang masih menjadi
tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya.

2. Kelerangan lain yang dianggap perlu,

*Y-Lihat H 7.
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3. Permohonan tersebul di atas harus dilampiri dengan:

a. mengenai diri pemohon:
a. 1. Perorangan: (surat keterangan Kewargancgaraan Indonesia),
a.2. DBadan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan
sural Keputusan penunjukkannya sebagai badan hukum yang
dapat mempunyai tanah dengan hak milik).
b, Mengenai tanahnya:
Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama,
surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumifverponding Indonesia
alau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/
pambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat
oleh pemohon sendiri. *)
e Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang
dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas,

Pasal 5

Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direk-
torat Agraria Kabupaten/Kotamadya:

i,

memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkut-

an, agar:

15.] Jmf:m:atatn}'a di dalam daftar Permohonan Hak Milik menurut Con-
toh Il yang disediakan untuk itu, ‘

2. memeriksa apakah keterangan-keterangan yang dlmaksuq}{an dalam
pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap memipersilahkan pe-
molon untuk melengkapinya,

memangg,i! pemohon untuk :

|, melengkapi keterangan yang belum lengkap. . _

2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi ‘Subr Direktorat
Agraria persekot biaya vang diperlukan un.tullc menyeiesaikan permo-
honan tersebut, dengan menyebutkan perinciannya menurmt Contoh

| E.:;'nbaran asli Contoh Il yang diianda tangani oleh Kepala Sub
Bagiar: Administrasi tersebut diberikan kepada pemochon.

Memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tatla. ff]una Ta-

nah dan Pengurusan Hak Tanah.agar menyelesaikan bahan-banan yang

diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut,
yaitu antara lain:

|. Surat keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada).

2. Gambar situasifsurat ukur (kalau belum-ada). **)

*) Lihat C 16.
“*) Lihat D 28.
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h,

Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agra- :

4. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang gj.
mohon ilu memenuhi persyaratan tata guna tanah 'dan jika sudah
ada, apa scsuai dengan rencana tata guna tanah Daerah yang ber.
sangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah ity
tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangay
itu tidak diperlukan. *)

4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnyg
yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon,

Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil kepy.

tusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bes.

sama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi
lainnya yang ditetapkan dalam Sural keputusan Menteri Dalam Neperi

No. Sk. 142/DJAS1973 **), untuk mengadakan pemeriksaan setempat,

Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan

Tanah menurut Contoh IV yang ditanda tangani oleh semua Anggota

Panitya.

Mengirimkan berkas permohonan itu kcpada Gubernur Kepala Daerah

c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalau ada dilengkapi dengan

Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut di atas) disertai pertimbangannya

vang disusun menurut Contoh V, Pengiriman ini juga dilakukan oleh

Kepala Sub Direktorat Apraria Kabupaten/Kotamadya walaupun per-

mohonan-permohonan yang bersangkutan karena sesuatu alasan di-

pertimbangkan untuk ditolak oleh Pejabat yang berwenang.
Menyampaikan selembar tembusan dari pertimbangan tersebut (dan

jika ada disertai Risalah Pemeriksaan Tanahnya) kepada Menteri Da- .

lam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria dan kepada pemohon, baik
jika wewenang untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Neged
ataupun ada pada Gubernur Kepala Daerah.,

Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah untuk
mencatat pengiriman berkas tersebut huruf e di atas di dalam daftar
yvang dimaksudkan dalam huruf a.

LR

Boam &

[

Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai persckot biaya

yvang dimaksudkan dalam huruf & menurut Contoh 1I[.A. dan tanda
penerimaan uang menurut Contoh IILE.

Pasal 6

ria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala
Direktorat Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat
Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan:

")

lnr}
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")

pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu,

penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap
dan jika belum supaya segera meminta kepada Bupati/Walikota Kepala
Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan untuk melengkapinya. ;

Pasal 7

_ Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada

keberatan untuk meluluskan permochonan yang bersangkutan, sedang

wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka

Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daeral

yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian

Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh

V1.

Surat Keputusan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang dise-

diakan untuk itu dan diberi nomor urut,

Seiain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan per-

untukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian-hak ter-

sebut dalam ayat 1 pasal 1 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum
antara lain:

g, bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada Negara dan uang sum-
bangan kepada Yayasan Dana Landreform yang jumlah dan jangka
waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut.*)

b. bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor
Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
¢.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaffaran
yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam
surat keputusan tersebut, Pendaftaran tersebut merupakan syarat ba-
gi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah
semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak-
nya dipenuhi.**) .

c. Negara membebaskan diri dari pertanggungan jawab mengenai hal-
hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu.

d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf ¢ dan & di atas
vang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian
hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian

hak tersebut, *¥*)

Likat D 15 dan D 16 scrta D 24 dan D 15, Uang sumbangan kepada Yayasan
Dana Landreform diganti menjadi "uang sumbangan pelaksanaan landreform™

dan harus disctor kepada Kas MNegara,

**}  Lihat ©29 dan C 31.
“*%) Lihat D 20dan D 21.
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4. Turunan sural keputusan yang mengabulkan permohonan itu di dalam

wiktu 14 hari setelah ditetapkannya disampaikan kepada:

a. Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal (1 exemplar).

b. Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal (1 exemplar),

¢. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria (3 exemplar),

d. Gubernur Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang bersangkutan
(1 exemplar).

e. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupalen yang bersangkutan (2 exemplar).

f. BupatifWalikota Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang ber.
sangkutan (1 exemplar),

g. Kanlor Bendahara Negara yang bersangkulan (1 exemplar),

i. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta (| exemplar).

i. Inslansi-inslansi yang berkepentingan,

5. Selain dari apa yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini, maka untuk ke.
perluan pendaftaran haknya dibuat dua kutipan dari surat keputusan
yang bersangkutan di atas kertas yang khusus disediakan untuk itu dan
ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria a.n. Gubermnur Kepala
Daerah. Kutipan tersebut disampaikan kepada:

a. venerima hak (langsung kepada alamatnya) dan
b. Bupati/Walikola Kepala Dacrah ¢.q. Kepala Sub Direktorat Agra-
ria Kabupaten/Kotamadya. : '

Pasal 8

1. Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Haklil
Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi ternyata sya-
rat-syarat tidak dipenuhi dan oleh karena itu permohonannya hﬁl‘ll!_‘l
ditolak, maka oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Guherngrfl{c:
pala Dasrah dikeluarkan surat keputusan penolakan, d&ngan_ dtsr:ru!:i_
alasan-alasan menurut Contoh VII, yang kutipan salinannya disampai-;
kan secara langsung kepada pemohon. Salinun sural keputusan tersebuts
disampaikan pula kepada instansi-instansi dalam lingkungan Departe-:

=

men Dalam Negeri yang disebut dalam pasal 7 ayat 4. 1 5
2. Terhadap keputusan penolakan itu pcmr:rht:rn_ dapat meminta bamlﬂm
secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, dengan manyalmpall{an.
tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat:
Agraria Propinsi dan Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub.
Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang hf:.rsang_l-zl.ftan; A
3. Jika terjadi hal yang dimaksudkan dalam a::fat 2 plasﬂli ini _malqa Gul}ﬁrf__
nur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi bertindak seperti

vang diatur dalam ayat ! pasal 9. -
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~ Surat I{t:p_utusan penolakan tersebut di atas dicatat dalam d;
sus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut.

Pasal 9

. Mengenai permohonan yang wewenangnya untuk memutuskan ada
pada Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Kepala Daérah c.q. Kepala
Direktorat Agraria Propinsi segera menyampaikan berkas permohonan
yang bersangkutan kepada Menteri Dalam MNegeri c.q. Direktur Jenderal

Agraria, disertai dengan pertimbangannya yang disusun menurut con-

toh VIII, dengan tembusan pada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q.

Kepala Sub Direktlorat Agraria yang bersangkutan.

. Setelah menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur Kepala

Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan dimaksud dalam ayat |

pasal ini maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria

memerintahkan kepada Kepala Dircktorat Pengurusan Hak-hak Tanah
untuk menpadakan: '

¢. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu,

b, penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah
lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Gubernur
Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang ber-
sangkutan untuk melengkapinya.

. Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap,

maka Menteri Dalam Negeri c.g. Direktur Jenderal Agraria menge-

luarkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang di-

mohon atau menolak permohonan yang bersangkutan, yang disusun

menurut Contoh VI dan VIL _

. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 s/d 5 dan pasal 8 ayat 1 dan

3 berlaku mutatis mutandis terhadap surat keputusan yang dikeluarkan

tersebut pada ayat 3 pasal ini.
Pasal 10

. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau
Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7
dan 9, maka Kepala Sub Direktoxat Agraria Kabupaten/Kotamadya
yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar
segera memenuhi kewajiban-kewajiban 'yang ditentukan dalam surat
keputusan tersebut, x :

. Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak
oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dila-
- kukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat hak.
nya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun-1961.

. Penanda tanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Ke-
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pala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala
Sub Dircktorat Apraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah,

' Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah gj.

e w0 —m e

Y

tanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkus.
an, ' ' _
5. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupatem’Kmamad?a c.q, Kepala
Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan:
a. menerimakan sertifikat haknya kepada penerima hak.
b. memberitahukan tangral dan nomor buku tanah/sertifikat yang
bersangkutan kepada:
I. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktloral Agraria,
2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propin.
sl.
3. Menteri Dalam Negeri ¢.q. Direktur Jenderal Agraria,

Pasal 11
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Ne.
geri tersebut pada pasal 7, 8 dan 9 serta pengiriman pertimbangan (fatwa),
Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri terscbut pada pasal
9 ayat 1, demikian juga tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang
dimaksudkan dalam pasal 10, dicatat oleh pejabat yang bersangkutan da.
lam buku khusus yang dimaksudkan dalam pasal 5 hurufa. 1, pasal 6 dan
pasal 9 ayat 2, ) :

Pasal 12 ' v
Ketentuan dalam Bab II huruf 4 ini tidak berlaku terhadap: 5

1. Pemberian hak milik kepada para transmigran dan keluarganya yang di-—:-
atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No.3

tahun 1967. : ol
2. Pemberian hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No, 224 tahun 1961, ol

' 3 Pemberian hak milik atas tanah hak pakai bekas gogolan tctap yang

diatur dalam keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam
Negeri tanggal 4 Mei 1965 No. 30/Dgpag/65 No. IIIDDI‘:IH_QES. _ :
4. Pemberian hak milik atas tanah-tanah bekas konversi dikeresidenan:
Surakarta seperti diuraikan dalam Keputusan Menteri Pertanian da'}f
Agraria No. Sk. 2/Ka/1963. | _ S-S
5. encgasan Hak Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nf' E.I.’
1962 jo Keputusan Mﬂill:e.ri Dalam Negeri No, Sk, 26/DDA/1970. *) 9

b Lihat B 8dan B 9.
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B, HAK GUNA USAHA-
Pasal 13

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Megara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan un-
tuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan sebagai

yang dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria No, 5
tahun 1960.

Pasal 14

Hak guna Usaha dapat diberikan atas tanah Negara yang luasnya tidak

Ku
a.

b.

rang dari 5 hektar, kepada:

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedu.
dukan di Indonesia, *) .

Warga Negara Indonesia, jika luas tanahnya tidak melebihi 25 hektar.

Pasal 15

. Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha diajukan oleh pe-

mohon kepada Pejabat yang berwenang melalui Kepala Direktorat Agra-
ria Propinsi yang bersangkutan secara tertulis menurut Contoh IX
dalam rangkap 6, dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah ¢.q.
Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan, **)

Jika tanah yang diperlukan terletak dalam wilayah lebih dari satu
Kabupaten, maka tembusan permohonannya harus disampaikan kepa-
da masing-masing Bupati Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat
Agraria yang bersangkutan, .

Mengenai keterangan-keterangan yang perlu disebutkan dalam permec-

honan tersebut berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan tersebut

dalam pasal 4 ayat 2 dan 3. Permohonan itu harus dilengkapi pula ce-

ngan keterangan-keterangan: f

a. Tentang bonafiditas dan liquiditas perusahaan, misalnya d‘a:ngan
menunjukan referensi dari Bank Pemerintah atau keterangan lain,

| b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

*)

‘h:l:l

-‘lll.t':l

c. Tenaga ahli yang tersedia, : .

d. Rekomendasi dari instansi-instansi yang dianggap Farlu seperti in-
¢tansi Perkebunan, Kehutanan dansebagainya sesual dengan rencana
pengusahaan tanah tersebut. ***)

Lihat Keputusan Presiden no. 23 tahun 1980 (E 12).
Lihat PKBPN 3/1922 (D37) untuk permohonan dalam rangka undang-undang

penanaman modal. , _ 1 .
Ditambah: Keterangan lengkap mengenal para anggota Direksi.
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Pasal 16
1. Setelah menerima berkas permohonan Hak Guna Usaha dari yang ber.
sangkutan, maka tindakan-tindakan atau ketentuan-ketentuan sepert
yang dimaksud dalam pasal Sa, b dan ¢ yang diperuntukkan bagi penye.
lesaian permohionan Hak Milik berlaku mutatis Mutandis terhadap pe-
nyelesaian permohonan Hak Guna Usaha,
2. Bahwa gambar situasi atas tanah yang dimohon dibuat oleh Seksi Pen.
dafltaran Tanah atau Sub Direktorat, Pendaftaran Tanah atau Sub Dj.
| rektoral Pendaflaran Tanah vang bersangkutan untuk dipergunakan se.
bagai bahan pertimbangan cleh Panitia Pemeriksaan Tanah yang dimak.
sud dalam pasal 17.

Pasal 17

Jika bahan-bahan yang diperlukan untuk persyaratan pemberian hak guna
usaha sudah lengkap, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi bersama-
sama dengan instansi-instansi lainnya yang merupakan Panitia Pemeriksaan
Tanah untuk Hak Guna Usaha yang ditetapkan dalam surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No, Sk, 142/DJA/1973 *) mengadakan pemeriksa-
an setempat terhadap tanah vang dimochon, Hasil pemeriksaan tersebut
disusun dalam suatu Risaiah Pemeriksaan Tanah menurut contoh X yang
ditanda tangani oleh semua anggota Panitia.

Pasal 18

l. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada
keberatan untuk meluluskan permghonan. yang bersangkutan, sedang
ewenang untuk memutuskan ada pada-Gubernur Kepala Daerah, maka
segera dikeluarkan surat keputusan pembBerian Hak Guna Usaha atas
tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh XI, :
2. Surat Keputusan tersebut dicatat dalam daftar khusus yang disediakan
untuk itu dan diberi nomor urut. |
3. Sclain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan per-
untukan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak ter
sebut dalam ayat 1. pasal ini, harus dimuatq pula syarat-syarat umum
sebagai yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 7. _
Ketentuan dalem pasal 7 ayat 4 berlaku juga terhadap surat keputusan

periberian Hak Guna Usaha.

i
.

Pasal 19
Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Hak

*) Lihat D 28.
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Guna Usaha tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah dan ternyata sya-
rat-syaratnya tidak dipenuhi dan oleh karena itu permohonannya harus
ditolak, maka ketentuan dalam pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap
penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha. :

Pasal 20

I. Mengenai permohonan Hak Guna Usaha yang wewenang untuk mem-
berikannya ada pada Menteri Dalam Negeri berlaku mutatis mutandis
apa yang tersebut pada pasal 9, dengan ketentuan bahwa sebelum mem-
berikan keputusan didengar lebih dahulu pertimbangan dari Team Per-
timbangan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Besar yang dibentuk
dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Ne-
geri tanggal 10-1-1969 No. 21/Kpts/Um/1/1969 «)

2 Talwun 1969

2. Pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon itu dilakukan dengan mem-
perhatikan ketentuan-ketentuan teknis sebagal dimaksud dalam Pera-
turan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 tahun 1962 jis No. 2 tahun
1964, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian

No. 2/Tert/OP/8/1969 **)
8/1969

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 dan 11 berlaku mutatis mutandis ter-
hadap penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha dan pendaftarannya

menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. !

C. HAK GUNA BANGUNAN

Pasal 22
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai ba-

ngunan-bargunan atas tanah Negara sebagai dimaksudkan dalam pasal 35
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. ’

Pasal 23

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dapat diberikan ;kr:pada:

2. Warga Negara Indonesia.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berke-

dudukan di Indonesia.

"} Telah diubah . Lihat E 11
) Likat & 5.
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Pasal 24

1. Ketentuan-Ketentuan tersebut dalam Bab I pasal 1, Bab II pasal 3, paga)
4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal |] bey.
laku mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemberian Hak Guna Ba.
ngunan dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 ta.
hun 1961.

2. Penyelesaian pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pada ayat 1 dj
atas, tidak berlaku terhadap Hak Guna Bangunan yang timbul karens
Undang-Undang No. 3 Prp. 1960 dan Peraturan Presidium Kabinet Re.
publik Indonesia No, 5/Prk/1965.

D, HAK PAK AL

Pasal 25

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah MNegara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang, sebagai.
mana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang No. 5 tahun 1960.

Pasal 26

Hak Pakai atas tanah Negara dapat diberikan kepada:

| a. Warganegara Indonesia. :

' b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. . |

¢. Badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. ' s 7

d. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bab I pasal 1, Bab Il pasal 3, pasal 4, &
pasai S, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 3; pasal 10 dan pasal 11 berlaku -
mutatis mutandis terhadap penyelesaian permohonan Hak Pakai dan pen-
daftarannya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

E. HAK PENGELOLAAN

Pasal 28

Hak Pc:ngclalaaﬁ adalah hak atas tanah Negara seperti yang dimaksudkan .|
dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 yang memberi wewe: -

nang kepada pemegangnya untuk:
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
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p. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

.. menycrahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada fihak ketiga, dengan
Hak Pakai yang berjangka waktu 6 tahun.

d. menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan, *)

Pasal 29

Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
1. Departemen dan Jawatan-jawatan Pemerintah.
2. Badan-badan Hukum yang ditunjuk Pemerintah. *)

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan tersebut Bab I pasal |, Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5,
pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 1] berlaku mutatis
mutandis terhadap penyelesaian pemberian Hak Pengelolaan dan pendaf-
tarannya menurut peraturan Pemerintah No, 10 tahun 1961,

BAB III
LAIN-LAIN:

Pasal 31

l. Terhadap penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu dan
pembaharuan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelo-
laan dan Hak Pakai atas tanah Negara (sebagai dimaksud dalam Bab I
pasal 1 ayat 1) berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan tersebut
dalam Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal §, pasal 9,
pasal 10 dan pasal 11. '

2. Dalam hal permohonan perpanjangan atau pembaharuan jangka waktu
Hak Guna Usaha yang wewenang untuk memutuskannya ada pada Men-
teri Dalam Negeri, maka setelah ternyata bahwa permohonannya akan
dapat diluluskan, sambil menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri
tersebut pada pasal 20 oleh Gubernur Kepala Daeran yang bersangkutan
dapat segera dikeluarkan surat keputusan pemberian perpanjangan

- jangka waktu selama maksimal 5 tahun seperti yang dimaksudkan
dalam pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun
1972, menurut Contoh XL

Pasal 32
Mencabut kembali Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15/1959 tentang
*) Lihat Peraturan Menteri DAlam Negeri No. /1974 dan No. 1/1977 (D.6 dan D 10).
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semberian dan Pembaharuan Beberapa Hak atas Tanah serta

; : s : . Pedomag
nengenai tatacara kerja bagi Pejabat-pejabat yang bersangkutan. 2

™
el

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan le-.bih-lan_
ut dalam Peraturan tersendiri.

.I..:.

Pasal 34

eraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat
jalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta; s
Pada tanpgal 26 Juni 1973

MENTERI DALAM NEGER!"
td. |

( Amirmachmud)

b
<atataq :

Contoh-contoh lembar-isian yang disebut dalam Peraturan ini sudah m;ruﬁﬂﬁﬂ'
setekan yang: dapat diperoleh di kantor Agrana Kﬂbui’-ﬂtﬂﬂmﬂmmﬂdﬁﬂa“ﬁl It
wngkutan, (Lihat peraturan Menteri Dalam Negeri no, 7 tahun 1977 = D 22).



camt | |

W :
- B Fi
KU U )

T ROURDINANL PENANAMAR LOBAT, ; I.

RIEE e ;

L REPUTUSAL KEPALA BADAN PERTANANAL tAS10NAL ' |

HOWOR @ 15/100/1001 !

. - TEUTANS d ;

i L VERGLERTAR 1Ak GLIA USANA ATAS Har .:
¥ VP, RUWHLA LAUMUE SEINTT, LUWUK, SULAWEST TENHGHA

REPALA DADANH PERTANAIAN HASIOUAL :

. [

Hopmbaca Borkan  jormehonan 1k Guna Usabin ari M. Buenba Lapsgk aqolati,
Lartntedl B Avuniag Uy abad Lanah nepara seluas 417,890 ha,
berletar  d5 0 Deaa Toili, sinfkovg, hecomatan Batul, Robupaten
Banggai, Propingi Suloveai Tenpolh yoane disompallian dengan owrat
renganlar dari Foluas Boclan Koordinani Penanaunan Hiola ] dakarta,
Lanppal 9 Pl 1207, omemge OGN A0, Leaerbn tirnb-pural
yang barhwabseygon denpan Lia.

e imbang a. Babwa P Kurnia LAl Sejali adalah muia i Laelooy Twiloiion Y

Lol srrmenulid Periayarabhn-peroyvarabon menpero el Halt  Guna
Uaasha  atna Laviah Hegora, menurut Gambap Sitwasi  Loangpal 30
Ohtober 1980% (o, 0f.12/1999, luay selurvhnya  7.417.90 D,
(Laivh riba empal ratain Ludul Dedoan koma sembilan nel helilne)
Lerletal di Deaa Taili, Binglove, fecwnalon Batui, Rabupaten
Bangeai.  Mropdinui Sulaweni Tengab,  yang  belug terdafltar
Todengan szsuatu hak
E',a_b b flalwa tanal teruebut dikuasui olelr pemohon berdasorkan  Surat
3 heputusan  Gubernue hepala Uaerah Th. 1 Sulawasi Tengah Cq.
ketua  Badon Koordinasi Penanwnt  Modal Daerah Propinsi
Bulavest Tengah, tanggal 206 Pebruacd 1990, No. 2T0/QL/PCL B
Il—JlHl’-’f'EIZP;'lHS'I'.II. dan tangpal 12 April 1990, No. 570/03/1L/Bid.
I1=BEMi /1900, tentangt Pencadangan Tanah dan  pecsetujuan 7
Ferabahan  izin lekasi untul Perkebunan coklac  dan - kelapa
hibeeida  torepady dengan pengolahamnya atas nawa P, Kuenia
Ll Sejabi,
€. Balwa  Kepala Dinns  Perkebunan Dacrah Tingkat 1 Sulawesi
Tenpah dalam rebopendaal Liagizal 24 Pobruari 1909 He. 503/01/
223 puaacta Frinalpava menvelujui pembangunan perkebunan  coklal
dan Kelaps hibrida olel Ponnhon, » iy :
o Baluea Fepala I-'.-:uu;ar' Wiloyah Deparlemen  Kehutanan F‘rupi‘nui
sudaveai Teopah dalam sucatnya tangial 26 Hel 1980 Mo. -3‘1'1.:9;".-
VTSN VR menyalaban  babwa luag arcal Lanah  yang tli:Jr_::Ltldul
Wbl Leperluan porkebunan adalal arcal yan Lerletak di luap
Bavasen hutan, yadita seluaa : 7.419.00 ha - b A0, 00 ha
(Ravasan  produksl  torbotas dan produksi Lbiaso) = 6,010 hLa
CiExeme i b agpalal; hehkbar). = '
g

L il.:i"E::J e !

AL

e, balwid ... ...,



i | it o ";1 14
e tl;_'lEIJT-.‘: ‘J
I..._\__ ..'I'....L ::I‘]' : _allrr
e N P L
ek !
oo LA -
guipIast VENANAMAN LODAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAUAN MAS1OHAL
HOUOR @ 1s/100/1991 '
. THNTAHG '
- BRIt ] Al A GLIEEA USAHA A'TAS Halka i
Koo PI. RUMILA LUWUK SEJATI, LUMUK, SULAWESI 'TENGAI

e e T Ml e e s T S e e e s i

panan K

KEMALA DADAH PERTANAIAN HASIOIAL

Heabacn 2 Berkan rermohonan Hal Guna Uasha dari FU. Buenia Lo seJali,
vahtenl N Acusiug 199Y Llay Lanady negars seluas V.417, 80 ha.,

lerleter  di Desa Toili, Singhkoyo, Kecamatan Batui, Kabupaten
”ﬂliﬂﬂt‘li, ]:I;'-'.'r"?"i”-ﬂ'i 5“}_{[“]__‘:}1 IJ‘D““U:I" }fu”rj tliumll‘ﬂiliﬂﬂ Ll'i:':l”{ﬂ” ﬂ-LH"'.[J,L‘,
pengantar dari Ketus Badan Keoredinasi Penanaman Modal Jikisita.
Langral 23 HWed 1990, Home- HOG/A. 471891,  Leaerty turpk-vurat
yung berhubungan denpan i,

“renimbangg :oa. Babwa I Kurnia Lusak sciabl adalal suatu bLadan halum - yang
e lak aemeil i Ferayavalun-perovaratoan mempcroleh Hak  Guane
Unaha atas Limah Hegare, memurub Gambap Situaoi  Langpal 30
Uhtober 1909 o, 09.12/1999. luas seluruhnya T.417,90  ha,
Cliuh ribu empal ratus Lwjult Belag homa sembilan nel nehtar)
Lerdatak ol Leaa Teili, Singhove, Kecamablon Datui, Kabupaten
Bangeand . Peopinol  Sulawesi Tengali, yang belum  terdaftap
“=dengan assuatu hak

E? L. Balwa Lanah tecuebut dikuvagni eleh pemchion berdooarkan Suratl
Reputusan  Gubeenur Repals Daerah Yh. 1 Sulawesi Tengah Cq.
hetua Dadan  Koordinasi  Penancuoasn Modal UDaecral Propinai
Sulawesi Tengah, tangzgal 26 Pebruari 1880, No. S7001/PCI7B4d
HI-DRIRIN/ 1990, dan tanggal 12 April 1990, No. S570/03/1L/B4d.
1T-BY s 1990, tentang Pancodangan Tanal don  pecoe bafuan i
rerubalian izin lokasi untuk perkebupan coklat dan . kelapa °
bibirida  berpadu tlengan penpgolabaimnya otos nesa 27, RUTniL

Lok Sejabi.

Lizhwa  Kepals Binos  Perbebunan Dacrah  Tingkot- [ Sulawesi
Tenpgali dalam rekomendaai tovpggal 24 Pebruooari 1209 Ho. 63,01/
@23 podo prinsipnyva menyelujui pembangunan perkebunan coklat
dan Kelapa hibrida oleh pewohon. : .

11

o, Babwa Eepala  Rantor Wilayah Departemen  Kehubanuan PrDP%nui
Sulaecni Tenpal dalam surataya tonggal 26 Hei 1990 Ho. 3;b5;T
F- 190 menyalaiban bahwa luaa areal Lanah  yang l'.]l-'.ﬂl:-‘l.'-l.t_}nl
wnbadiy bBeperluan pechelnman adalah arcal o Lmrlnhahlﬂl luar

vailu seluas @ T.417,90 ha = 1.407,90 ha

o keuanan lwilan, .
i terbokoy don produksi biasa) & 6.0J0 ha

LtEmcasan  prrochaiial
Crozns el oopalolt helkibae).

R i T [ 1) | TP e e



| FESHERL A
7 )

s cararatl:
1.
i

e T

e

=, e i
f

|
:ﬂxﬁmm

2. Cuberner he

A Kepala Bire

1

P a )
'H5. Ketua Dadan
: Palw

|
'i -II::!‘r ﬂl‘;'i F' -Fl .

i[fir. Diveknl P, KURNIA LUWUK SHEIATI
lg”. S Rolulangl Ho.24,

14. Fepala Kantor

e lah, dilakoanakan kewadiban vang ditenluken dalam Db bom KEEHAH
K LK ini denpan menyebuabkan Tonpynl dan Homor pendoaftoran !
b Tanshnys oevla menyvanpailon Lenbusan dord laporan  teracbul
kepada Kepala Kantor Wilayvah Badan Fértanalan Havienal Propinoi
yan Lerosanghutan, 1

Repalbuasn ind berlaba sejol Lonppeod ditetaphan,

Apabilo {:lj.]".i_‘.ﬂll.l.if'|.'|{l1‘l hari Lerdoapot kekeliruan  / keoalahan,
heputusan 1nl akan ditinjou kemboll sebagnimana mzatinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
Ao, KREPALA DAUAT PETANAIAN NASIONAL
RELUA -BADAN. KOORDINAST PENANAHAN HODAL

ey

e Vb
"‘JFIT i/l RéLua
e X
f

.*\
' ﬁ L'f:L"w.L__,/"’
e M =
\xﬁrﬂ —_’J/lr /
oy o
Mﬁ# it awﬂ"f;:,-’!

Du.ytu n 1e 1,

liwmik, Sulowenl Teng ﬁ-}':f':“f‘."',r

JAKARTA

i IEU[HJ.B,!!.H Reputusan ind disampalibdan kepada Yih, -
ﬁl]. Direktur Jenderal Perkobuinan Departemen Pertanian i

Jakarto;

Pola Doacral Tinpghat I Suluveni Tengah, ' o 1 ug

hevangan Badan Fertanaban Hesienal di Jularln;
Wiloyal Badan FPertanahon Hasional Propinsi Sulaweoi Tengah
L

heordinasi Penanaman Modal Dacrah Propinsi Sulawesi Tengals.

G. hevala Dinas Perkelunan Propinai Sulawesi Tengah, P a 1 u;
1. Tean Pertinmbangan Hak Guna
Uapati Kepala Dacral Tingkat I Boupgai, L u w u kg

r‘Ef-']"iltlﬂ Kantor Pertonahan Kabupaten Danggal, Low W u kg
- hepala Kanyhe
Kepaln Kantor

Vaaha Perkebunan Uesar di Jakarta;

Perbendeharvaan Hepara P a 1 u;
Kaas Hegaca, L v w u K. P



